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Kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah merupakan masalah serius yang dapat 

merugikan perekonomian. dalam hal ini, kombinasi antara grafonomi dan sinar 

ultraviolet tidak hanya meningkatkan akurasi dalam pembuktian keaslian, tetapi 

juga mempercepat proses investigasi. penelitian ini bertujuan untuk menyoroti 

urgensi dari penerapan kedua ilmu ini dalam penanganan kasus pemalsuan uang 

kertas, yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: apakah urgensi ilmu bantu 

grafonomi forensik dan sinar ultraviolet dalam pembuktian tindak pidana 

pemalsuan uang kertas rupiah. apakah faktor yang menghambat penggunaan ilmu 

bantu grafonomi dan sinar ultraviolet dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan 

uang kertas rupiah 

 

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan 

penentuan narasumber melalui wawancara dengan responden. Metodologi 

pengumpulan datanya dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. 

Penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran komprehensif terkait topik yang 

diteliti. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, urgensi ilmu bantu grafonomi 

forensik dan sinar ultraviolet dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan uang 

kertas rupiah, Kedua Ilmu bantu ini berperan krusial dalam mengidentifikasi 

keaslian uang yang mana dapat terdeteksi dengan Sinar ultraviolet dan Grafonomi 

melalui metode konvensional 3D (dilihat, diraba, diterawang). Dalam konteks 

hukum, temuan grafonomi dan analisis forensik berfungsi sebagai alat bukti sah 

sesuai Pasal 184 dan 183 KUHAP, memperkuat dasar pertimbangan hakim melalui 

keterangan ahli. Penelitian juga menyoroti protokol penanganan uang palsu oleh  

masyarakat mulai dari penolakan sopan saat transaksi hingga pelaporan ke otoritas 
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terkait serta menegaskan peran sentral Bank Indonesia dalam verifikasi akhir. 

Kombinasi pendekatan teknologis, prosedur praktis, dan landasan hukum ini tidak 

hanya meningkatkan akurasi deteksi pemalsuan tetapi juga memperkuat integritas 

sistem peradilan pidana dalam melindungi nilai tukar Rupiah. Faktor penghambat 

penggunaan kedua ilmu bantu ini terletak pada sarana dan fasilitas, Tanpa sarana 

dan fasilitas yang memadai, mempengaruhi efektivitas penggunaannya dalam 

mendeteksi pemalsuan uang kertas. 

 

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini, mengingat kurangnya 

pemahaman di kalangan penegak hukum mengenai teknik grafonomi dan sinar 

Ultraviolet agar institusi terkait mengadakan pelatihan untuk para penegak hukum, 

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan ilmu bantu ini 

secara optimal dalam penyidikan. Mengingat kejahatan semakin berinovasi dengan 

modus operandi yang kompleks, aparat penegak hukum perlu dilengkapi dengan 

sarana dan prasarana yang memadai. Dengan hal ini, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi signifikan terhadap penegakan hukum. 

 

Kata Kunci: Grafonomi, Forensik, Sinar Ultraviolet, Pembuktian, Uang kertas
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MOTTO 

 

“All our dreams can come true 

if we have the courage to pursue them." 

 

(Walt Disney) 

 

“Persistence is what makes the impossible possible, the possible likely, and the 

likely definite.” 

 

(Robert Half) 

 

“Life is a journey, not a destination. No matter how slowly you try to get better as 

long as you don't stop, it's progress.” 

 

(Penulis) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ke$butuhan manusia sangat be$rlimpah dan be$ragam. Dari ke$butuhan pokok hingga 

ke$butuhan yang le$bih komple$ks se$pe$rti pe$ndidikan, ke$se$hatan, dan ke$amanan, 

se$mua ke$butuhan ini me$mbutuhkan biaya yang be$ragam. Uang, se$bagai me$dia 

utama dalam transaksi, me$miliki pe$ranan yang sangat pe$nting dalam me$me$nuhi 

se$mua ke$butuhan. De$ngan uang, manusia dapat me$mbe$li barang-barang yang 

dipe$rlukan, me$nggunakan jasa-jasa yang dipe$rlukan, dan me$mbayar biaya-biaya 

lainnya yang dipe$rlukan untuk me$me$nuhi ke$butuhan. Uang me$miliki nilai simbolik 

yang sangat tinggi, yang me$mungkinkan manusia untuk me$ngukur ke$makmuran 

dan ke$be$rhasilan.1  

 

Uang me$miliki pe$ranan pe$nting dalam me$mbina hubungan dan me$ngatur pe$rilaku 

manusia, te$rutama dalam situasi yang se$makin sulit. Se$lain itu, uang adalah alat 

pe$mbayaran yang sah2 atas barang dan jasa, alat pe$mbayaran utang, alat pe$nimbun 

ke$kayaan dan Pe$nunjuk harga.3 Fungsi lainnya untuk me$nge$mbangkan ataupun 

me$nge$ndalikan pe$re$konomian pada suatu ne$gara.  

 

Uang ke$rtas me$rupakan be$ntuk uang yang paling umum.4  Uang ke$rtas te$rdiri dari 

ke$rtas khusus yang dice$tak de$ngan de$sain dan de$nominasi yang se$suai de$ngan nilai 

uang. Uang ke$rtas digunakan se$jak zaman dahulu dan me$miliki be$be$rapa 

ke$unggulan, se$pe$rti mudah dibawa, mudah dite$rima dimana-mana.

 
1 Riniwati, Harsuko. Manajemen sumber daya manusia: Aktivitas utama dan pengembangan SDM. 

Universitas Brawijaya Press, 2016. hlm. 197. 
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 1 Angka 2. 
3 Wajdi, Farid, and Suhrawardi K. Lubis. Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi. Sinar Grafika (Bumi 

Aksara), 2021. hlm. 33. 
4 Warjiyo, Perry. Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Pusat Pendidikan dan Studi 

Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017. 
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Pe$nggunaan uang ke$rtas juga me$miliki be$be$rapa ke$kurangan, se$pe$rti mudah hilang, 

mudah rusak, dan mudah disalahgunakan.5 Uang me$miliki pe$ranan yang sangat 

pe$nting, hal ini me$nye$babkan se$bagian orang be$rusaha untuk me$miliki uang 

walaupun de$ngan cara yang me$langgar aturan hukum salah satunya se$pe$rti   

pe$rbuatan pe$malsuan uang ke$rtas rupiah. Tindakan ini dilakukan untuk 

me$mpe$role$h ke$untungan, akan te$tapi pe$rbuatan itu sangat me$rugikan banyak pihak  

salah satunya Ne$gara.6 Pe$satnya pe$rke$mbangan zaman, be$rdampak juga pada 

se$makin be$rke$mbang ke$jahatan dan banyak me$nimbulkan be$ntuk ke$jahatan baru.7  

 

Salah satunya adalah tindak pidana pe$malsuan uang ke$rtas, de$ngan te$knologi 

be$rke$mbang pe$sat yang dapat me$mbuat uang palsu se$pe$rtinya uang asli.  

Ke$banyakan uang palsu dibuat me$nggunakan te$knologi canggih se$pe$rti ce$takan 3D, 

ce$takan lase$r, atau ce$takan offse$t, yang me$mungkinkan pe$nggunaan bahan baku 

yang le$bih murah dan didistribusikan.  Pe$nggunaan te$knologi ini me$mbuat uang 

palsu se$makin sulit untuk dite$ngge$lamkan. Pe$malsuan uang ke$rtas rupiah te$lah 

me$njadi masalah yang se$makin komple$ks dan me$rajale$la di Indone$sia. Dalam 

be$be$rapa tahun te$rakhir kasus-kasus pe$malsuan uang ke$rtas rupiah te$lah me$ningkat 

drastis, se$hingga me$njadi pe$rhatian utama pihak be$rwe$nang dan masyarakat. 

 

Pe$malsuan uang rupiah me$rupakan pe$rbuatan yang me$langgar pe$raturan hukum dan 

ke$be$naran atas mata uang dan uang ke$rtas se$bagai alat pe$mbayaran.8  Pe$me$rintah 

me$mpunyai Bank Indone$sia untuk me$nce$tak uang de$ngan me$nunjuk suatu 

pe$rusahaan pe$rce$takan khusus me$nce$tak uang re$smi Indone$sia.  Dimana uang 

te$rse$but me$mpunyai ciri khas yang dimilikinya masing-masing. 9 Hanya uang yang 

dike$luarkan ole$h Bank Indone$sia yang re$smi dan sah bisa digunakan se$bagai alat 

 
5 Rahayu, Febby Mutiara. Mengenal Uang. Bumi Aksara, 2023. Hlm. 25. 
6 Pratiwi, Dinda Dian, I. Nyoman Gede Sugiartha, and Luh Putu Suryani. "Tinjauan Yuridis 

Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Indonesia." Jurnal Preferensi Hukum 

2.3 (2021): hlm. 442-446. 
7Kusuma, Mahesa Jati, and MH SH. Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum 

Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan. Nusamedia, 2019. 

hlm. 2. 
8 Harefa, Panca Gunawan, Idham Idham, and Erniyanti Erniyanti. "Analisis Teori Hukum terhadap 

Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum 

Responsif." Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia 2.2 (2023): hlm. 113-119. 
9 Wijayanto, Agus Arif. "Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia." Jurnal Hukum 

Khaira Ummah 15.1 (2017): Hlm. 11. 
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pe$mbayaran. Ke$jahatan pe$malsuan uang ke$rtas rupiah pada dasarnya ditujukan 

untuk me$mbe$rikan pe$rlindungan hukum ke$pada masyarakat te$rhadap ke$be$naran.  

 

Pe$mbe$rantasan uang palsu di Indone$sia dilakukan ole$h pe$me$rintah me$lalui Badan 

Koordinasi Pe$mbe$rantasan Uang Palsu, yang dike$nal se$bagai Botasupal. Le$mbaga 

ini te$rdiri dari be$be$rapa unsur pe$nting, yaitu Badan Inte$lije$n Ne$gara, Ke$polisian 

Ne$gara Re$publik Indone$sia, Ke$jaksaan Agung, Ke$me$nte$rian Ke$uangan, dan Bank 

Indone$sia.  

 

Pe$rannya se$bagai bagian dari Botasupal, Bank Indone$sia be$rkontribusi se$cara aktif 

dalam me$me$rangi pe$re$daran uang palsu de$ngan me$ngikuti panduan dari pe$ta 

strate$gi yang te$lah dite$tapkan untuk pe$nce$gahan dan pe$mbe$rantasan rupiah 

palsu.Botasupal dibe$ntuk be$rdasarkan instruksi pre$side$n dan dipe$rkuat ole$h 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 te$ntang Mata Uang.  

 

Tujuan utamanya adalah me$lindungi pe$re$konomian nasional dari ancaman 

pe$malsuan uang yang se$makin marak, te$rutama de$ngan ke$majuan te$knologi yang 

me$mudahkan prose$s pe$malsuan. Se$tiap unsur dalam Botasupal me$miliki tugas dan 

tanggung jawab se$suai de$ngan ke$we$nangan masing-masing, yang saling 

be$rkolaborasi untuk me$ngoptimalkan e$fe$ktivitas pe$mbe$rantasan uang palsu di 

se$luruh wilayah Indone$sia. 

 

Faktor utama yang me$ndorong ke$jahatan pe$malsuan uang adalah adanya pe$luang 

be$sar dalam pe$re$daran uang, kare$na minimnya informasi untuk me$nge$tahui 

bagaimana cara me$mbe$dakan uang yang asli dan mana palsu. Kriminalistik 

be$rpe$ran untuk me$ngungkap suatu pe$ristiwa atau ke$jadian yang be$rupa hasil 

ke$jahatan, ke$ce$lakaan, atau ke$jadian yang biasa de$ngan mudah diide$ntifikasi, 

Kriminalistik dibe$dakan me$njadi Ilmu Pe$nye$lidikan Umum dan Ilmu pe$nye$lidikan 

Khusus10.  

 

Ilmu pe$nye$lidikan umum adalah ajaran te$ntang sarana pe$nyidik dalam me$nyidik 

se$mua je$nis ke$jahatan, baik me$nggunakan sidik jari, daftar pe$nge$nalan, fotografi, 

 
10Soesilo, R. Taktik dan teknik penyidikan perkara kriminil, Politeia, 1974, hlm. 7. 



4 
 

dan se$bagainya.  Se$dangkan Ilmu pe$nye$lidikan Khusus adalah Ajaran te$ntang 

sarana pe$nyidik dalam me$nyidik suatu je$nis ke$jahatan, misalnya pe$malsuan tulisan, 

pe$me$riksaan diarahkan me$ne$liti je$nis ke$rtas dan tinta, dan se$bagainya. Pe$malsuan 

uang me$liputi pe$me$riksaan te$rhadap me$te$rai, bahan coran, klise$ dan se$bagainya. 

 

Me$ngikuti pe$rke$mbangan ilmu pe$nge$tahuan dan te$knologi dalam me$ngantisipasi 

ke$jahatan non-konve$nsional unordinary crime$) se$pe$rti e$conomic crime$, 

e$nvironme$ntal crime$, cybe$r crime$, dan lain-lain. 

 

 Kriminalistik me$miliki 3 te$knik, diantaranya : 11 

1. Taktik pe$nyidikan (opsporingstactie$k); 

2. Te$knik pe$nyidikan (opsporingste$chnie$k); 

3. Organisasi dinas pe$nyidikan (re$se$rche$ die$nst). 

 

Pe$nye$le$saian kasus pidana di pe$ngadilan, Grafonomi fore$nsik me$mbantu pe$ne$gak 

hukum me$ne$mukan bukti dari e$le$me$n yang didakwakan ke$pada pe$laku. De$ngan 

me$nge$tahui laporan pe$me$riksaan fore$nsik, laboratorium fore$nsik dapat 

me$nunjukkan hubungan kausalitas antara pe$laku dan korban. 

Laboratorium Fore$nsik Polri yang se$lanjutnya disingkat labfor Polri adalah satuan 

ke$rja Polri me$liputi Pusat Laboratorium Fore$nsik dan Laboratorium Fore$nsik 

Cabang yang be$rtugas me$mbina dan me$nye$le$nggarakan fungsi laboratorium 

Fore$nsik/ Kriminalistik dalam rangka me$ndukung pe$nyidikan yang dilakukan ole$h 

Satuan ke$wilayahan, de$ngan pe$mbagian wilayah pe$layanan (are$a se$rvice$). 

 

Puslabfor Polri be$rlokasi di Markas Be$sar Polri, Jakarta, dan me$rupakan pusat 

pe$nge$lolaan dan koordinasi se$mua aktivitas laboratorium fore$nsik di Indone$sia, 

Se$lain itu puslabfor  me$miliki be$be$rapa cabang antara lain: Me$dan, Pale$mbang 

(Sumse$l), Surabaya, Se$marang, De$npasar, dan Makassar. se$bagaimana dite$ntukan 

dalam Pasal 1 Angka 2 Pe$raturan Ke$pala Ke$polisian Ne$gara Re$publik Indone$sia 

Nomor 10 Tahun 2009 Te$ntang Tata Cara Dan Pe$rsyaratan Pe$rmintaan 

Pe$me$riksaan Te$knis Kriminalistik Te$mpat Ke$jadian Pe$rkara Dan Laboratoris 

 
11 Firganefi, Dan Ahmad Irzal Fardiansyah. Hukum Dan Kriminalistik, Bandar Lampung, Justice 

Publisher, 2014. Hlm.13. 
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Kriminalistik Barang Bukti Ke$pada Laboratorium Fore$nsik Ke$polisian Ne$gara 

Re$publik Indone$sia.   

 

Pe$me$riksaan Bidang Dokume$n dan Uang Palsu Fore$nsik adalah pe$me$riksaan te$knis 

kriminalistik TKP dan pe$me$riksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang 

me$nggunakan ilmu pe$nge$tahuan dan te$knologi bidang dokume$n dan uang palsu 

se$bagai me$tode$/instrume$n utamanya. Dalam Undang-Undang Ke$polisian Ne$gara 

Re$publik Indone$sia Nomor 22 Tahun 2002 te$patnya di Pasal 14 ayat (1) Huruf h, 

Laboratorium Fore$nsik be$rtanggung jawab untuk "me$nye$le$nggarakan ide$ntifikasi 

ke$polisian, ke$dokte$ran ke$polisian, Laboratorium Fore$nsik, dan psikologi ke$polisian 

untuk ke$pe$ntingan tugas ke$polisian". 

 

Pe$nulis me$ngambil be$be$rapa contoh kasus, antara lain: 

a. Studi kasus yang ole$h Ditre$skrimum Ke$polisian Dae$rah Lampung. De$ngan 

nomor pe$rkara: 221/Pid.B/2024/PN Gns.12 

Pada tanggal 3 Mare$t 2024, se$kitar pukul 15:45 WIB, te$rjadi kasus Tindak Pidana 

Pe$malsuan Uang di De$sa Kalire$jo, Ke$camatan Kalire$jo, Kabupate$n Lampung 

Te$ngah.  saksi de$ngan inisial  AW, AA, dan  PP dari Tim Opsnal Polda Lampung 

me$ndapat laporan dari masyarakat bahwa te$rdapat se$se$orang yang se$dang 

me$mbawa uang palsu di wilayah Jalan Je$ndral Sudirman, De$sa Kalire$jo, 

Ke$camatan Kalire$jo Kabupate$n Lampung Te$ngah. Be$rdasarkan laporan te$rse$but, 

saksi AW, saksi AA, dan saksi PP be$rsama te$am te$kab 308 be$rangkat me$nuju 

wilayah te$rse$but dan me$lakukan pe$nangkapan se$kitar pukul 15.45 Wib te$rhadap 

te$rdakwa yang diduga me$mbawa uang palsu mata uang rupiah te$rse$but, se$te$lah 

ditangkap dilakukan pe$ngge$le$dahan te$rhadap diri te$rdakwa dite$mukan se$jumlah 

uang palsu yang dibawa ole$h te$rdakwa. Kare$na ke$jahatan te$rse$but, pe$laku dije$rat 

Pasal 244 dan 245 KUHP, yang me$ngatur Tindak Pidana Pe$malsuan Uang.13 

 

b. Studi kasus di  Kantor Polisi Se$ktor Se$putih Surabaya  De$ngan nomor pe$rkara: 

5/Pid.B/2024/PN Gns. 

Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2023 se$kitar pukul 13.00 Wib atau se$tidak-

tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2023 be$rte$mpat di rumah te$rdakwa 

yang be$ralamat di Dusun Kampung Surabaya Ilir Ke$c. Bandar Surabaya Kab. 

Lampung Te$ngah te$patnya di dalam kamar tidur te$rdakwa. Te$rdakwa. .saksi de$ngan 

inisial AW be$rsama de$ngan Kanit Re$skrim dan re$kan – re$kan Anggota re$skrim 

 
12 Pengadilan Negeri Gunung Sugih. “Sistem Informasi Perkara klasifikasi Pemalsuan Mata Uang 

dan Uang Kertas dengan nomor perkara 221/Pid.B/2024/PN Gns.” https://www.sipp.pn-

gunungsugih.go.id/index.php/detil_perkara  
13 Kumparan. “Polisi Sita 700 Lembar Uang Palsu di Lampung Tengah, Pelaku warga Pesawaran.” 

https://kumparan.com/lampunggeh/polisi-sita-700-lembar-uang-palsu-di-lampung-tengah-pelaku-

warga-pesawaran-22I8KHnR9xv. diakses pada 10 Mei 2024. 
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lainnya. be$rhasil me$lakukan pe$nangkapan te$rhadap te$rdakwa tanpa pe$rlawanan, 

lalu dilakukan pe$ngge$le$dahan di dalam rumah te$rdakwa, te$patnya di dalam kamar 

tidur,  disana te$rdapat le$mari ke$cil dan le$mari pakaian dan di dalamnya dite$mukan 

barang bukti be$rupa :  1 (satu) unit Printe$r me$rk E$pson L350 fotocopy, 1 (satu) buah 

karte$r, 3 (tiga) buah jarum ke$cil de$ngan ujung jarum MIN te$rbuat dari je$ruji payung, 

2 (dua) buah obe$ng MIN, 3 (tiga) buah le$m ke$rtas GLU, 2 (dua) gulung ke$rtas roti 

warna putih, 1 (satu) buah pe$nggaris be$si, 7 (tujuh) buah tinta printe$r sisa pakai, 3 

(tiga) buah suntikan, 1 (satu) buah lakban plastik warna putih be$ning, 2 (dua) RIM 

sisa ke$rtas HVS F4 dan A4, 1 (satu) buah gunting ke$cil ste$nlis, ½ (se$te$ngah) gulung 

ke$rtas roti, 2 (dua) he$lai pita, uang ke$rtas palsu siap e$dar se$be$sar Rp88.245.000,00 

(de$lapan puluh de$lapan juta dua ratus e$mpat puluh lima ribu rupiah) dan uang ke$rtas 

palsu be$lum siap e$dar se$be$sar Rp17.490.000,00 (tujuh be$las juta e$mpat ratus 

se$mbilan puluh ribu rupiah). Ke$mudian pada saat saksi dan te$am me$nginte$rogasi 

te$rdakwa, te$rdakwa me$ngakui bahwa barang bukti se$bagaimana te$rse$but diatas 

adalah miliknya, se$lanjutnya te$rdakwa be$se$rta barang bukti dibawa ke$ Kantor Polisi 

Se$ktor Se$putih Surabaya guna Pe$nyidikan le$bih lanjut.14 

 

c. Studi kasus di Polse$k Rumbia De$ngan nomor pe$rkara: 253/Pid.B/2024/PN Gns  

Be$rawal pada hari Rabu tanggal 20 Mare$t 2024 se$kitar pukul 08.00 Wib, saksi DP 

me$ndatangi Polse$k Rumbia dan me$laporkan ke$pada saksi E$S salah satu anggota 

Polisi yang be$rtugas di Polse$k Rumbia, bahwa saksi DP te$lah me$ne$rima uang palsu 

dari te$rdakwa be$rupa 1 (satu) le$mbar pe$cahan uang Rp100.000,00 (se$ratus ribu 

rupiah), de$ngan cara me$mbe$li 1 (satu) bungkus rokok surya 12 di warung milik 

saksi DP yang be$ralamat di Kamp. Re$no Basuki Ke$c. Rumbia Kab. Lampung 

Te$ngah. Se$te$lah me$ne$rima laporan te$rse$but se$kitar pukul 08.30 Wib, saksi E$S 

me$mbe$ritahu te$man saksi yaitu saksi A yang be$ke$rja di Pasar Rumbia Ke$c. Rumbia 

Kab. Lampung Te$ngah me$nge$nai pe$ristiwa te$rse$but. saksi E$P me$lihat te$rdakwa, 

ke$mudian saksi E$P dan saksi A langsung me$ngamankan te$rdakwa, lalu saksi E$P 

me$lakukan pe$ngge$le$dahan te$rhadap te$rdakwa de$ngan disaksikan ole$h saksi A, pada 

saat itu saksi E$P me$ne$mukan barang bukti be$rupa 8 (de$lapan) le$mbar uang pe$cahan 

Rp100.000,00 (se$ratus ribu rupiah) palsu di saku ke$me$ja te$rdakwa, 1 (satu) le$mbar 

uang pe$cahan Rp100.000,00 (se$ratus ribu rupiah) palsu, 9 (se$mbilan) le$mbar 

pe$cahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) asli, 9 (se$mbilan) le$mbar 

pe$cahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) asli, 4 (e$mpat) le$mbar uang 

pe$cahan Rp10.000,00 (se$puluh ribu rupiah) asli, 13 (tiga be$las) le$mbar pe$cahan 

uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) asli, 56 (lima puluh e$nam) le$mbar pe$cahan uang 

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) asli, 3 (tiga) le$mbar uang pe$cahan Rp1.000,00 (se$ribu 

rupiah) asli, 8 (de$lapan) bungkus rokok Surya 12 (dua be$las) batang dan 1 (satu) 

unit HP me$rk Vivo warna me$rah yang be$rada di dalam 1 (satu) buah tas warna 

hitam me$rk Miracle$ dan disimpan dibawah jok Se$pe$da Motor te$rdakwa. Ke$mudian 

pada saat saksi E$P me$nginte$rogasi te$rdakwa, te$rdakwa me$ngakui bahwa te$rdakwa 

te$lah me$nge$darkan uang palsu di warung milik saksi DP, se$lanjutnya saksi E$P 

 
14 Pengadilan Negeri Gunung Sugih. “Sistem Informasi Perkara klasifikasi Pemalsuan Mata Uang 

dan Uang Kertas dengan No.mor perkara : 5/Pid.B/2024/PN Gns Gns.” https://www.sipp.pn-

gunungsugih.go.id/index.php/detil_perkara 
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me$mbawa te$rdakwa dan barang bukti ke$ Kantor Polisi Se$ktor Rumbia guna 

pe$me$riksaan le$bih lanjut.15 

 

d.  Studi Kasus Uang Palsu yang Dice$tak UIN Alaudin Makassar. 

Kasus ini be$rmula dari laporan masyarakat yang me$ncurigai adanya pe$re$daran uang 

palsu di Lambe$ngi, Bontoala, dan Pallangga, Kabupate$n Gowa. Pada Rabu, 18 

De$se$mbe$r 2024, pihak ke$polisian be$rhasil me$ngungkap sindikat te$rse$but de$ngan 

total uang palsu yang disita me$ncapai Rp 446,7 juta. Motif para pe$laku, me$nurut 

ke$te$rangan yang dipe$role$h, adalah untuk me$ndapatkan ke$untungan finansial se$cara 

ce$pat. Se$lain itu, uang palsu ini juga digunakan untuk me$ndukung ambisi politik 

salah satu te$rsangka yang be$re$ncana me$ncalonkan diri se$bagai bupati.16 Polisi te$lah 

me$ne$tapkan 17 te$rsangka yang te$rlibat dalam pe$mbuatan dan pe$re$daran uang palsu 

di lingkungan Unive$rsitas Islam Ne$ge$ri (UIN) Makassar dan me$ngamankan barang 

bukti se$nilai ratusan triliun rupiah. Me$nariknya, Pe$rnyataan ini BI sampaikan 

me$nyusul rilis ole$h Polda Sulse$l yang me$nganggap uang palsu yang dice$tak di UIN 

Makassar te$rse$but nyaris se$mpurna, kare$na ada tanda air (wate$rmark) ke$tika dilihat 

me$nggunakan sinar ultraviole$t.17 pe$ne$litian Bank Indone$sia te$rhadap sampe$l uang 

palsu te$rse$but me$nunjukkan bahwa kualitasnya sangat re$ndah dan mudah dike$nali 

se$bagai  uang palsu de$ngan  me$tode$ 3D (dilihat,diraba, dan dite$rawang).Uang palsu 

ini dice$tak me$nggunakan te$knik se$de$rhana se$pe$rti inkje$t printe$r dan sablon biasa, 

tanpa me$nggunakan me$tode$ ce$tak offse$t. Se$lain itu, uang palsu te$rse$but tidak 

me$miliki unsur pe$ngaman pe$nting se$pe$rti be$nang pe$ngaman, wate$rmark, 

e$le$ctrotype$, atau gambar Ultraviole$t. Bahkan ke$rtas yang digunakan hanyalah 

ke$rtas biasa, se$hingga   pe$ndaran di   bawah   lampu UV  me$nunjukkan   kualitasnya  

be$rbe$da de$ngan yang asli.18 

 

Konte$ks pe$ne$gakan hukum, baik se$orang aparat pe$ne$gak hukum, maupun kuasa 

hukum me$miliki ke$mampuan te$rbatas. Artinya, se$se$orang tidak dapat me$nge$tahui 

se$cara pasti pe$nye$bab suatu tindakan atau ke$jadian me$nge$nai pe$malsuan uang 

ke$rtas rupiah. Ke$mampuan me$re$ka te$rbatas kare$na be$be$rapa faktor, se$pe$rti 

ke$te$rbatasan informasi, komple$ksitas situasi, dan sifat subje$ktif dari pe$ngalaman 

dan pe$nge$tahuan individu. Ole$h kare$na itu, pe$ne$gakan hukum se$ringkali 

 
15 Pengadilan Negeri Gunung Sugih. “Sistem Informasi Perkara klasifikasi Pemalsuan Mata Uang 

dan Uang Kertas dengan Nomor perkara : 253/Pid.B/2024/PN Gns.” https://www.sipp.pn-

gunungsugih.go.id/index.php/detil_perkara 
16 “Fakta-fakta Kasus Uang Palsu yang Dicetak di UIN Alauddin Makassar.” Kompas.com, 29 

December 2024, https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/29/133000465/fakta-fakta-kasus-

uang-palsu-yang-dicetak-di-uin-alauddin-makassar. diakses pada 24 Januari 2025. 
17 “Penjelasan BI Soal Uang & Sertifikat Palsu Rp745 T di UIN Makassar.” CNBC Indonesia, 31 

December 2024, https://www.cnbcindonesia.com/market/20241231115657-17-599777/penjelasan-

bi-soal-uang-sertifikat-palsu-rp745-t-di-uin-makassar. diakses pada 24 Januari 2025. 
18 “Uang Palsu UIN Makassar Disebut Bisa Disetorkan ke Bank, Ini Kata BI.” Kompas.com, 27 

December 2024, https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/27/093000765/uang-palsu-uin-

makassar-disebut-bisa-disetorkan-ke-bank-karena-tak. diakses pada 24 Januari 2025. 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20241231115657-17-599777/penjelasan-bi-soal-uang-sertifikat-palsu-rp745-t-di-uin-makassar
https://www.cnbcindonesia.com/market/20241231115657-17-599777/penjelasan-bi-soal-uang-sertifikat-palsu-rp745-t-di-uin-makassar
https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/27/093000765/uang-palsu-uin-makassar-disebut-bisa-disetorkan-ke-bank-karena-tak
https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/27/093000765/uang-palsu-uin-makassar-disebut-bisa-disetorkan-ke-bank-karena-tak
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me$libatkan prose$s inve$stigasi (pe$nyidikan) yang me$ndalam dan analisis yang 

obje$ktif untuk me$ncapai ke$be$naran.  

 

Ilmu grafonomi le$bih fokus ke$ pe$ngujian ke$aslian tulisan & tanda tangan. dan ilmu 

sinar ultraviole$t yang se$ring dise$but Fore$nsic Docume$nt E$xamination (FDE$) le$bih 

fokus te$rhadap ke$aslian dokume$n. Be$rdasarkan siste$m hukum pidana Indone$sia,  

Te$patnya di Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak bole$h me$njatuhkan pidana ke$pada 

se$orang ke$cuali apabila de$ngan se$kurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 

me$mpe$role$h ke$yakinan bahwa suatu tindak pidana be$nar-be$nar te$rjadi dan bahwa 

te$rdakwalah yang be$rsalah me$lakukannya”. pe$nangkapan dan pe$nahanan 

me$rupakan langkah pe$nting dalam prose$s pe$nyidikan.  

 

Te$rdakwa dapat dilakukan pe$nangkapan dan pe$nahanan apabila te$rdapat cukup 

bukti19, hal te$rse$but dilakukan untuk me$nce$gah pe$larian, pe$nghancuran bukti, atau 

ulangan tindak pidana guna ke$pe$ntingan pe$nyidikan atau pe$nuntutan dan atau 

pe$radilan. Grafonomi fore$nsik dan pe$nggunaan sinar ultraviole$t adalah alat bukti 

pe$nting dalam inve$stigasi tindak pidana pe$malsuan Uang ke$rtas rupiah. te$rutama 

dalam me$lakukan pe$nangkapan dan pe$nahanan kare$na hal te$rse$but me$ncakup bukti 

surat dan ke$te$rangan ahli.  

 

De$ngan me$manfaatkan ke$dua ilmu ini, pe$nyidik dapat me$ngumpulkan bukti yang 

cukup untuk me$nduga adanya tindak pidana dan me$ne$mukan te$rsangkanya.  

(se$bagaimana yang te$rtuang  pada Pasal 184 ayat  (1) KUHAP Alat bukti yang sah 

adalah a.ke$te$rangan saksi; b.ke$te$rangan ahli; c.surat; d.pe$tunjuk; e$.ke$te$rangan 

te$rdakwa). Grafonomi fore$nsik dan pe$nggunaan sinar ultraviole$t te$lah me$njadi alat 

bukti yang pe$nting dalam pe$nyidikan tindak pidana pe$malsuan uang ke$rtas rupiah, 

te$rutama dalam konte$ks ke$absahan bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) 

KUHAP.  

 

De$ngan me$manfaatkan ke$dua ilmu ini, pe$nyidik mampu me$ngumpulkan bukti yang 

tidak hanya sah, te$tapi juga ilmiah dan obje$ktif, se$hingga dapat me$mpe$rkuat dugaan 

adanya tindak pidana se$rta me$mbantu me$ne$mukan te$rsangkanya. Bukti ilmiah ini, 

 
19 Nusi, Hartati S. "Penangkapan dan penahanan sebagai upaya paksa dalam pemeriksaan perkara 

pidana." Lex Crimen 5.4 (2016). hlm. 61-67. 
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se$pe$rti hasil analisis grafonomi dan de$te$ksi me$nggunakan sinar ultraviole$t, 

be$rfungsi untuk me$mbe$rikan informasi yang dapat dipe$rcaya dan me$ndukung posisi 

pe$nuntut di pe$ngadilan. Dalam prose$s ini, ke$yakinan hakim me$njadi sangat pe$nting; 

tanpa bukti yang me$yakinkan, ke$putusan hukum tidak dapat diambil se$cara adil.  

 

Inte$grasi antara ke$absahan bukti dan ke$yakinan hakim me$lalui pe$nde$katan ilmiah 

me$nciptakan fondasi yang kuat bagi pe$ne$gakan hukum yang e$fe$ktif dan 

be$rke$adilan.Ilmu bantu kriminalistik, khususnya grafonomi fore$nsik dan sinar 

ultraviole$t, diharapkan dapat be$rfungsi se$bagai bukti pe$rmulaan yang kuat dalam 

kasus pe$malsuan uang ke$rtas Rupiah, kare$na me$ncakup ke$te$rangan ahli dan barang 

bukti,  de$ngan me$libatkan ke$te$rangan saksi ahli, yang me$rupakan individu de$ngan 

ke$ahlian khusus, se$rta bukti fisik se$pe$rti uang ke$rtas yang diduga dipalsukan, 

me$tode$ ini dapat se$cara e$fe$ktif me$ngide$ntifikasi dan me$mbuktikan pe$malsuan 

te$rse$but. Me$lalui pe$nde$katan ilmiah ini, diharapkan prose$s pe$mbuktian me$njadi 

le$bih akurat dan dapat dipe$rtanggungjawabkan.  

 

De$ngan de$mikian, pe$ne$rapan me$tode$ ilmiah dalam pe$mbuktian me$nciptakan 

fondasi yang kuat bagi pe$ne$gakan hukum yang e$fe$ktif, se$hingga me$mbe$rikan 

landasan yang kuat bagi ke$putusan hukum yang be$rke$adilan Be$rdasarkan 

pe$rmasalahan Latar be$lakang te$rse$but pe$nulis te$rtarik untuk me$ngkaji 

pe$rmasalahan te$rse$but ke$ dalam judul skripsi yang be$rjudul “Urge$nsi Ilmu Bantu 

Grafonomi Fore$nsik dan Sinar Ultraviole$t dalam Pe$mbuktian Tindak Pidana 

Pe$malsuan Uang Ke$rtas Rupiah (Studi di Ditre$skrimum Ke$polisian Dae$rah 

Lampung)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

1. Permasalahan 

Be$rdasarkan uraian yang te$lah dike$mukakan dalam latar be$lakang masalah, maka 

pe$nulis me$rumuskan pokok pe$rmasalahan se$bagai be$rikut : 

a. Apakah urge$nsi ilmu bantu grafonomi fore$nsik dan sinar ultraviole$t dalam 

pe$mbuktian tindak pidana pe$malsuan uang ke$rtas rupiah? 
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b. Apakah faktor yang me$nghambat pe$nggunaan ilmu bantu grafonomi dan 

sinar ultraviole$t dalam me$ngungkap tindak pidana pe$malsuan uang ke$rtas 

rupiah 

2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam pe$ne$litian ini adalah kajian ilmu hukum pidana  yang te$rfokus 

pada fungsi ilmu kriminalistik yang be$rkaitan de$ngan pe$mbuktian dalam 

me$ngungkap tindak pidana pe$malsuan uang de$ngan me$nggunakan ilmu bantu 

grafonomi fore$nsik dan sinar Ultraviole$t, Ruang lingkup te$mpat pe$ne$litian ini 

dilakukan di Ditre$skrimum Polda Lampung Tahun 2024. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Be$rdasarkan latar be$lakang masalah di atas, tujuan pe$ne$litian ini adalah: 

a. Untuk me$nge$tahui urge$nsi ilmu bantu grafonomi fore$nsik dan sinar ultraviole $t 

dalam pe$mbuktian tindak pidana pe$malsuan uang ke$rtas rupiah  

b. untuk me$nge$tahui faktor yang me$nghambat ilmu bantu grafonomi dan sinar 

ultraviole$t dalam me$ngungkap tindak pidana pe$malsuan uang ke$rtas rupiah 

2. Manfaat penelitian 

Adapun ke$gunaan dari pe$nulisan karya ilmiah ini me$ncakup ke$gunaan te$oritis dan 

ke$gunaan praktis, yaitu : 

a. Manfaat teoritis 

Pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$njadi bahan kajian ilmu pe$nge$tahuan hukum, 

khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka me$mbe$rikan pe$nje$lasan  

me$nge$nai urge$nsi dan faktor pe$nghambat ilmu bantu grafonomi fore$nsik dan sinar 

ultraviole$t dalam pe$mbuktian tindak pidana pe$malsuan uang ke$rtas rupiah 

b. Manfaat praktis 

Pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan acuan  bagi praktisi dalam me$ngambil 

ke$bijakan dalam me$ne$laah suatu pe$rmasalahan dalam bidang hukum khususnya 

me$nge$nai pe$mbuktian tindak pidana pe$malsuan uang ke$rtas rupiah de$ngan 

me$nggunakan ilmu bantu grafonomi fore$nsik dan sinar ultraviole$t. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Ke$rangka te$oritis me$rupakan suatu suatu gambaran dari  hasil struktur pe$mikiran 

yang digunakan dalam me$mandu pe$ne$litian hukum. ke$rangka te$oritis yang 

digunakan dalam pe$ne$litian ini antara lain: 

 

A. Urge$nsi Ilmu Bantu 

Ilmu bantu me$rupakan disiplin ilmu yang digunakan untuk me$ndukung pe$nyidikan 

dan pe$mbuktian dalam kasus-kasus hukum yang me$rupakan hasil ke$jahatan.20 Ilmu 

bantu, khususnya dalam bidang kriminalistik, me$miliki pe$ranan pe$nting dalam 

siste$m hukum, te$rutama dalam pe$mbuktian tindak pidana. Ilmu bantu be$rfungsi 

Me$ningkatkan akurasi dan ke$andalan bukti, Me$mbantu pe$nyidik21 dan hakim dalam 

me$mahami aspe$k te$knis dari bukti, dan Me$mfasilitasi pe$ne$muan ke$be$naran mate$riil 

dalam kasus hukum.  

 

Urge$nsi ilmu bantu ini dapat dilihat me$lalui pe$ne$rapan Pasal 183 dan 184 KUHAP 

yang me$ngatur te$ntang alat bukti yang sah dalam prose$s pe$radilan. Pasal 183 

KUHAP, Me$nyatakan bahwa hakim tidak bole$h me$njatuhkan pidana ke$pada 

se$se$orang ke$cuali ada se$kurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ini me$ne$kankan 

pe$ntingnya ke$andalan bukti dalam prose$s hukum. Se$dangkan Pasal 184 KUHAP, 

Me$ngatur je$nis-je$nis alat bukti yang sah, te$rmasuk ke$te$rangan saksi, ke$te$rangan 

ahli, surat, pe$tunjuk, dan ke$te$rangan te$rdakwa. Ke$te$rangan ahli sangat pe$nting, 

te$rutama dalam kasus-kasus yang me$me$rlukan analisis te$knis. 

 

Fore$nsic Docume$nt E$xamination (FDE$) adalah disiplin ilmu fore$nsik yang fokus 

pada analisis dan e$valuasi dokume$n yang dipe$rtanyakan dalam konte$ks hukum. 

FDE$ be$rtujuan untuk me$ne$ntukan asal, ke$aslian, atau ke$pe$milikan dokume$n yang 

te$rkait de$ngan be$rbagai je$nis ke$jahatan, se$pe$rti pe$malsuan, pe$nipuan, dan kasus-

kasus kriminal lainnya.22 

 

 
20 Firganefi, dan Ahmad irzal fardiansyah. Op.cit., Hlm. 8. 
21 Ibid 
22 “Forensic Document Examination | Department of Public Safety.” Texas Department of Public 

Safety, 30 August 2020, https://www.dps.texas.gov/section/crime-laboratory/forensic-document-

examination. diakses pada 14 November 2024. 
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Ilmu pe$nge$tahuan fore$nsik me$mainkan pe$ran yang sangat pe$nting dalam 

me$mastikan ke$adilan dan me$nghe$ntikan ke$jahatan, se$hingga harapan masyarakat 

untuk me$nghukum yang be$rsalah dan me$mbe$baskan yang tidak be$rsalah dapat 

te$rwujud.23 Kriminalistik, yang didukung ole$h be$rbagai disiplin ilmu fore$nsik, 

mampu me$ngide$ntifikasi suatu kasus se$bagai ke$jahatan, pe$malsuan, pe$nipuan, atau 

ke$ce$lakaan me$lalui analisis ilmiah yang me$ndalam. 

 

Konte$ks ilmu hukum, urge$nsi ini sangat krusial.24 Me$miliki pe$mahaman yang 

me$ndalam te$ntang ilmu hukum me$mungkinkan individu untuk me$nyadari dan 

me$mahami hak se$rta ke$wajiban me$re$ka dalam masyarakat, de$ngan de$mikian 

pe$nge$tahuan hukum tidak hanya me$njadi pe$nting, te$tapi juga dasar dalam 

ke$hidupan  Se$hari-hari.25 ilmu hukum me$ne$kankan pe$ntingnya me$nye$laraskan 

siste$m hukum de$ngan nilai-nilai Pancasila dan ke$butuhan masyarakat mode$rn, 

te$tapi juga me$nce$rminkan se$mangat re$formasi yang me$nghargai ke$be$basan, 

ke$adilan, dan de$mokrasi dalam me$njaga ke$daulatan hukum.  

 

Kriminalistik be$rfungsi se$bagai ilmu bantu yang me$mbantu pe$nyidik26 dalam 

me$ngide$ntifikasi dan me$nge$valuasi bukti fisik de$ngan me$ne$rapkan ilmu 

pe$nge$tahuan, Dalam konte$ks ini grafonomi fore$nsik dan sinar ultraviole$t. De$ngan 

me$mahami siste$m hukum dan alat bukti yang sah, dapat le$bih pe$ka te$rhadap isu-isu 

ke$adilan. pe$ne$rapan ilmu bantu ini tidak hanya me$mpe$rkuat prose$s pe$mbuktian 

te$tapi juga me$nce$rminkan pe$rke$mbangan te$knologi dalam pe$ne$gakan hukum di 

Indone$sia. Pe$nge$tahuan akan alat bantu ini me$njadi dasar bagi pe$nyidik dan hakim 

untuk me$ncapai ke$putusan yang adil dan te$pat be$rdasarkan bukti yang sah. 

 

B. Faktor-faktor me$mpe$ngaruhi Pe$ne$gakan hukum 

Pe$ne$gakan hukum adalah se$buah prose$s yang komple$ks dan dinamis, dipe$ngaruhi 

ole$h be$rbagai faktor yang saling te$rkait dan be$rinte$raksi satu sama lain. Pe$ne$gakan 

hukum pidana me$ncakup dua tahapan utama yang saling be$rkaitan. Pe$rtama, 

 
23 Ibid, hlm. 26. 
24 Sari, Mutia, dkk. “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” Jurnal IKAMAKUM, vol. 

3, no. No 1, 2023, hlm. 347-354. 
25 Warjiyati, Sri. Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum. Prenada Media, 2018. 

Hlm. 73. 
26 Firganefi, dan Ahmad irzal fardiansyah. Op.cit., hlm. 24. 
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pe$ne$gakan hukum pidana in abstracto, yaitu prose$s pe$mbe$ntukan atau pe$rumusan 

undang-undang ole$h badan le$gislatif, yang dike$nal se$bagai tahap le$gislasi. Ke$dua, 

pe$ne$gakan hukum pidana in concre$to, yang me$libatkan pe$ne$rapan dan 

pe$laksanaan undang-undang ole$h aparat pe$ne$gak hukum, me$ncakup tahap judisial 

(prose$s pe$ngadilan) dan tahap e$kse$kusi (imple$me$ntasi hukuman). 27 

 

Pada tahap in concre$to, inti dari prose$s ini adalah pe$midanaan, yaitu pe$njatuhan 

sanksi pidana se$bagai be$ntuk pe$ne$gakan hukum untuk me$ncapai ke$adilan. 

Pe$midanaan tidak hanya me$njadi bagian dari prose$s pe$radilan, te$tapi juga 

be$rfungsi se$bagai upaya konkre$t dalam me$ne$gakkan ke$adilan. Ole$h kare$na itu, 

pe$mbe$rian sanksi pidana sangat e$rat kaitannya de$ngan prinsip-prinsip pe$midanaan,  

tujuan pe$midanaan, se$rta ke$se$luruhan siste$m pe$midanaan yang be$rlaku. 

 

Prose$s ini me$njadi fondasi dalam siste$m pe$radilan pidana untuk me$mastikan 

bahwa ke$adilan dite$gakkan se$cara me$nye$luruh dan se$suai de$ngan aturan hukum. 

Pe$ne$gakan hukum pidana dapat dipahami baik se$bagai konse$p maupun se$bagai 

prose$s siste$matis. Se$bagai konse$p, pe$ne$gakan hukum pidana me$miliki kaitan e$rat 

de$ngan kriminalisasi, yang tidak hanya be$rarti me$njadikan suatu pe$rbuatan se$bagai 

tindak pidana, te$tapi juga me$nce$rminkan ke$bijakan pe$nggunaan hukum pidana 

se$bagai alat untuk me$nanggulangi ke$jahatan. Dalam konte$ks ini, hukum pidana 

diposisikan se$bagai ultima ratio (upaya te$rakhir) yang be$rsifat subsidiar, se$hingga 

pe$nggunaannya harus se$le$ktif dan proporsional. 

 

Se$bagai ke$bijakan, pe$ne$gakan hukum pidana me$nawarkan be$rbagai alte$rnatif 

untuk me$nangani tindak pidana. Salah satu be$ntuknya adalah hukum pidana 

administratif, di mana sanksi pidana se$ring kali be$rfungsi se$bagai me$rce$nary 

sanction/sanksi yang be$rorie$ntasi pada e$fe$k me$ndidik dan pe$nce$gahan. Ke$bijakan 

ini me$nunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya be$rsifat re$pre$sif te$tapi juga 

pre$ve$ntif. Dalam pe$nge$rtian konse$p total (total e$nforce$me$nt), pe$ne$gakan hukum 

diarahkan untuk me$lindungi be$rbagai ke$pe$ntingan di balik norma hukum pidana, 

te$rmasuk ke$pe$ntingan ne$gara, masyarakat, dan individu.  

 
27 Siswanto, Heni, and Aisyah Muda Cemerlang. Bunga rampai hukum pidana & penegakan hukum 

pidana. Pusaka Media, 2021.hlm.69-70. 
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Namun, dalam praktiknya, pe$ne$gakan hukum se$cara total sulit diwujudkan kare$na 

adanya batasan-batasan yang dite$tapkan ole$h hukum itu se$ndiri. Batasan te$rse$but 

be$rtujuan me$njaga ke$se$imbangan antara ke$te$rtiban umum (public orde$r) dan hak-

hak warga ne$gara (citize$n rights). De$ngan de$mikian, pe$ne$gakan hukum pidana 

me$njadi re$fle$ksi dari upaya me$ncapai harmoni antara pe$rlindungan nilai-nilai 

publik dan pe$nghormatan te$rhadap hak individu.28  

 

Dalam konte$ks ini, te$rdapat se$jumlah kompone$n utama yang se$cara signifikan 

me$mpe$ngaruhi e$fe$ktivitas pe$ne$gakan hukum, antara lain: 

1. Faktor Hukum 

Ini me$ncakup undang-undang dan pe$raturan yang me$njadi dasar pe$ne$gakan hukum. 

Hukum yang baik harus me$nce$rminkan nilai-nilai masyarakat dan disusun de$ngan 

me$mpe$rtimbangkan aspirasi masyarakat, se$hingga le$bih mudah untuk 

diimple$me$ntasikan. 

2. Faktor Pe$ne$gakan Hukum 

Ini me$libatkan individu dan institusi yang be$rtanggung jawab dalam pe$ne$rapan 

hukum, se$pe$rti aparat ke$polisian, ke$jaksaan, dan pe$ngadilan. Pe$ne$gak hukum pe$rlu 

me$miliki inte$gritas dan ke$mampuan untuk be$rkomunikasi de$ngan masyarakat agar 

dapat me$laksanakan tugas me$re$ka se$cara e$fe$ktif. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas 

Sarana yang me$madai, sumbe$r daya manusia yang te$rdidik, se$rta pe$ralatan dan 

ke$uangan yang cukup, sangat pe$nting untuk me$ndukung pe$ne$gakan hukum, tanpa 

fasilitas yang me$madai, pe$ne$gakan hukum akan te$rhambat. De$ngan dukungan yang 

te$pat, pe$ne$gakan hukum tidak hanya akan le$bih re$sponsif te$rhadap ke$butuhan 

masyarakat, te$tapi juga akan me$ningkatkan ke$pe$rcayaan publik te$rhadap inte$gritas 

dan ke$adilan siste$m hukum 

4. Faktor Masyarakat 

Lingkungan sosial di mana hukum dite$rapkan juga me$mpe$ngaruhi e$fe$ktivitas 

pe$ne$gakan hukum. Ke$sadaran dan pe$mahaman masyarakat te$ntang hak dan 

ke$wajiban me$re$ka sangat pe$nting untuk me$ndorong ke$patuhan te$rhadap hukum. 

 

 
28 Ibid hlm.71. 
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5. Faktor Ke$budayaan,  

Ke$budayaan me$ncakup nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Faktor 

ini be$rpe$ran dalam me$mbe$ntuk sikap masyarakat te$rhadap hukum dan dapat 

me$mpe$ngaruhi tingkat ke$patuhan te$rhadap pe$raturan yang be$rlaku.29 

 

Ke$lima faktor ini saling be$rhubungan dan me$rupakan e$se$nsi dari pe$ne$gakan hukum, 

se$rta me$njadi ukuran e$fe$ktivitasnya dalam masyarakat. 

 

2. Konseptual 

Konse$ptual adalah suatu uraian dari be$rbagai konse$p dalam me$nghubungkan 

konse$p yang satu de$ngan konse$p lainnya te$rkait suatu topik yang akan dite$liti. 

Untuk me$nghindari ke$salahpahaman pe$nafsiran dalam me$mahami pokok 

pe$rmasalahan yang akan dite$liti ini, be$be$rapa konse$p yang dapat dijadikan 

pe$gangan, antara lain:  

a. Urge$nsi adalah ke$harusan yang me$nde$sak, hal sangat pe$nting dalam me$mahami 

suatu ilmu.30 

b. Ilmu bantu adalah suatu pe$nge$tahuan yang tidak dapat be$rdiri se$ndiri, 

me$me$rlukan bantuan dari disiplin ilmu lain yang dapat me$mbantu dalam 

me$mahami dan me$nje$laskan suatu fe$nome$na atau ge$jala yang te$rjadi di bidang 

pe$nge$tahuan te$rse$but.31 

c. Grafonomi adalah suatu analisis ilmiah yang dilakukan dalam me$ne$ntukan 

ke$aslian suatu tulisan dan tanda tangan yang be$rguna dalam me$nce$gah dan 

me$ngungkapkan tindak pidana pe$malsuan baik pe$malsuan dokume$n, uang, naskah, 

akta, dan me$mbantu dalam inve$stigasi hukum.32 

d. Fore$nsik adalah suatu disiplin ilmu yang be$rfokus pada analisis ilmiah dan te$knis 

untuk  me$nye$le$saikan   kasus-kasus  yang te$rkait de$ngan  hukum,  ke$amanan,  dan  

 
29 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013, hlm.8 
30 Gramedia. “Urgensi adalah Kepentingan Mendesak, Pelajari Pengertian hingga Contoh.” 

https://www.gramedia.com/literasi/urgensi-adalah/#google_vignette. Diakses pada 23 Oktober 

2024. 
31 Sujalu, Akas Pinaringan, Heni Emawati, and Lisa Astria Milasari. Ilmu Alamiah Dasar. Zahir 

Publishing, 2021. hlm 20. 
32 Rahmi, Harfi Muthia. Buku Pintar Membaca Karakter Lewat Tulisan Tangan. Anak Hebat 

Indonesia, 2018. hlm 12. 
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ke$jahatan.33 

e. Sinar ultraviole$t adalah salah satu alat analisis non-de$struktif untuk me$mpe$lajari 

karakte$ristik dokume$n, bagian dari ilmu te$knologi yang me$nggunakan te$knologi 

canggih untuk me$nde$te$ksi tulisan atau grafik yang tidak te$rlihat ole$h Indra 

pe$nglihatan.  

f. Pe$mbuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang me$ngatur be$rbagai 

macam alat bukti yang sah me$nurut hukum, dalam me$ncari ke$be$naran mate$riil, 

yaitu ke$be$naran yang se$sungguhnya, dan untuk me$ne$tapkan ke$be$naran adanya 

suatu tindak pidana yang te$lah dilakukan ole$h te$rdakwa.34 

g. Tindak pidana adalah  suatu pe$rbuatan yang dilarang, yang be$rsifat me$lawan 

hukum baik de$ngan se$ngaja (dolus) maupun tidak se$ngaja/ke$lalaian (culpa), yang 

dilakukan ole$h individu, ke$lompok, atau badan hukum, dan patut dipidana, 

se$bagaimana yang te$lah diatur Undang-Undang.35 

h. Pe$malsuan adalah suatu tindak ke$jahatan yang didalamnya me$ngandung suatu 

ke$tidakbe$naran atau pe$rbuatan  me$malsu atas suatu obje$k yang ditujukan.36 

i. Uang adalah be$nda yang dike$luarkan ole$h pe$me$rintah yang biasanya digunakan 

dan dite$rima se$cara umum ole$h masyarakat yang be$rfungsi se$bagai alat tukar atau 

standar pe$ngukur nilai yang sah atas pe$mbayaran barang dan jasa, se$rta ke$kayaan 

atau ase$t be$rharga lainnya.37 

 

E. Sistematika Penulisan 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini, pe$nulis me$nguraikan me$nge$nai latar be$lakang masalah, pe$rumusan 

masalah, tujuan pe$ne$litian, manfaat pe$ne$litian, me$tode$ pe$ne$litian dan siste$matika 

pe$nulisan. 

 

 

 
33 Sari, Riski Nilam, dll. "Peran Akuntan Forensik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi." Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa 2.3 (2024): hlm 433-445. 
34 Tangkau, Hans. “Hukum Pembuktian Pidana.” 2012, hlm 17-26. 
35 Fatichah, Sammah, Achmad Irwan Hamzani, and Kus Rizkianto. Pertanggungjawaban Korporasi 

dalam Kejahatan Ekosida di Indonesia. Penerbit NEM, 2023. Hlm 12. 
36 Jamaluddin, M., dll. "Sanksi Bagi Pihak Perbankan yang Melakukan Kejahatan Pemalsuan 

Dokumen." Sultra Research of Law 4.1 (2022): hlm 31-37. 
37 Affandi, Faisal. "Fungsi uang dalam perspektif ekonomi islam." Eksya: Jurnal Ekonomi 

Syariah 1.1 (2020): Hlm 82-91. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini, pe$nulis me$nguraikan Te$ntang Pe$nge$rtian-pe$nge$rtian Umum dari De$skripsi 

Urge$nsi Ilmu Bantu Grafonomi Fore$nsik dan Sinar Ultraviole$t dalam Pe$mbuktian 

Tindak  Pidana Pe$malsuan Uang Ke$rtas Rupiah. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini, pe$nulis me$nguraikan te$ntang me$tode$ yang digunakan dalam pe$nulisan 

yang me$nje$laskan me$nge$nai langkah-langkah yang digunakan dalam pe$nde$katan 

masalah, yaitu dalam me$mpe$role$h dan me$ngklasifikasikan sumbe$r dan je$nis data, 

se$rta prose$dur pe$ngumpulan data dan pe$ngolahan data, ke$mudian dari data yang 

te$lah te$rkumpul dilakukan analisis data de$ngan be$ntuk uraian. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini, pe$nulis me$nje$laskan me$nge$nai hasil pe$ne$litian yang dipe$role$h pe$nulis 

me$nge$nai Urge$nsi Ilmu Bantu Grafonomi Fore$nsik Dan Sinar Ultraviole$t Dalam 

Pe$mbuktian Tindak Pidana Pe$malsuan Uang Ke$rtas Rupiah. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini, pe$nulis me$nje$laskan me$nge$nai ke$simpulan yang didasarkan pada hasil 

analisis dan pe$mbahasan pe$ne$litian, se$rta be$rbagai saran se$suai de$ngan 

pe$rmasalahan yang ditujukan ke$pada pihak-pihak yang te$rkait de$ngan pe$ne$litian.



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Ilmu bantu dan Grafonomi  

Ilmu bantu me$rupakan  bagian ilmu kriminalistik yang digunakan se$bagai alat yang 

me$mbantu pe$nyidik dalam me$ncari ke$be$naran mate$riil dan me$mahami 

komple$ksitas ke$jahatan. ke$be$naran mate$riil, yakni ilmu yang digunakan untuk 

me$mbantu dalam prose$s pe$ngungkapan dan pe$ne$gakan hukum.38 Se$lain itu, Ilmu 

bantu me$mbantu dalam analisis dan inte$rpre$tasi data yang te$rkait de$ngan suatu 

kasus, se$rta dalam me$ngungkap ke$jahatan yang te$rjadi. 

Te$knik-te$knik Kriminalistik, antara lain: 

1. Taktik pe$nyidikan (opsporingstactie$k); 

pe$nge$tahuan yang me$mpe$lajari proble$ma taktik dalam bidang pe$nyidikan 

pe$rkara pidana. taktik pe$nyidikan me$rupakan dasar bagi para pe$nyidik 

me$lakukan pe$nyidikan39. Dasar  ini dite$rapkan  dalam me$lakukan   tindakan  

se$bagai be$rikut: 

1. pe$nyidikan di te$mpat ke$jadian pe$rkara (TKP). 

2. me$ngungkap cara ke$jahatan itu dilakukan. 

3. me$ne$mukan pe$laku ke$jahatan. 

4. be$ke$rjanya pe$laku ke$jahatan (me$tode$ dan alat) 

5. pe$njahat me$mpe$rlakukan barang-barang hasil ke$jahatan. 

6. motif pe$laku be$rbuat ke$jahatan. 

7. cara-cara me$me$riksa atau me$nde$ngar ke$te$rangan saksi dan te$rsangka. 

8. cara me$lakukan pe$nyidikan. 

9. cara me$mpe$rgunakan informan 

 
38 Jamba, Padrisan, et al Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. CV. Gita Lentera, 2023. Hal 

103. 
39 Soesilo, R. Op. cit., hlm. 9. 
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Ole$h kare$na itu, taktik pe$nyidikan me$mbe$rikan banyak pe$nge$tahuan yang be$rkaitan 

de$ngan pe$nyidikan. 

 

2. Te$knik pe$nyidikan (opsporingste$chnie$k); 

Te$knik pe$nyidikan atau te$knik kriminal adalah ke$se$luruhan ke$giatan yang 

dapat dilakukan dalam pe$nyidikan suatu pe$rkara pidana. te$knik pe$nyidikan 

adalah40: 

a. Pe$nge$tahuan te$ntang be$kas-be$kas (mate$riil), alat atau sarana te$knis 

yang dipe$rgunakan untuk me$lakukan ke$jahatan. 

b. Sarana pe$mbantuan untuk me$ne$tapkan dan me$ngambil be$kas/barang 

bukti; 

c. Pe$nge$tahuan te$knik ide$ntifikasi dan sinyale$me$n. 

 

Salah satu contoh pe$ranan bantuan-bantuan te$knik dalam me$ngungkap 

ke$jahatan salah satu contohnya: Pe$malsuan dokume$n atau tulisan dapat 

ditunjukkan de$ngan pasti bagian-bagian yang dipalsu de$ngan bantuan ahli 

tulisan de$ngan bantuan fotografi dan mikroskop. 

 

3. Organisasi dinas pe$nyidikan (re$se$rche$ die$nst) 

Dalam struktur biasanya me$ncakup pimpinan, pe$tugas pe$nyidikan, dinas 

re$se$rse$ kriminal ke$polisian, Inte$rpol, laboratorium kriminal, pusat 

ide$ntifikasi (puslabfor), taktik kriminal me$nghadapi pe$rs, dan lain-lain 

se$bagai wujud ke$majuan dan mode$rnisasi organisasi Ke$polisian Ne$gara 

Re$publik Indone$sia. 

 

Ilmu Grafonomi, se$ring dike$nal se$bagai Grafologi Fore$nsik, padahal me$miliki 

pe$rbe$daan me$skipun dalam praktiknya me$nggunakan obje$k yang sama yaitu 

dokume$n, atau tulisan.41 Grafonomi be$rasal dari kata “graphografi” yang be$rarti 

tulisan dan “Nomosnomi” yang be$rarti ilmu.42  Grafonomi adalah bagian dari Ilmu 

Grafologi, se$dangkan  Grafologi  adalah  cabang  ilmu  psikologi43  yang  me$ncoba  

 
40 ibid., hlm. 10. 
41  Rahmi, Harfi Muthia. . Op.cit., hlm. 12. 
42 Ibid. Hal 13 
43 Prasetyono, Dwi Sunar. Seni belajar grafologi. Laksana, 2018. Hlm. 11 
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me$ncari ke$te$rkaitan antara  tulisan  tangan  de$ngan  ke$pribadian  manusia. Yang 

me$mbe$dakan Grafologi dan Grafonomi adalah grafologi le$bih fokus pada tulisan 

tangan,  grafonomi le$bih me$ngkhususkan diri pada ide$ntifikasi tanda-tangan, tulisan 

ke$tik, cap ste$mpe$l, barang ce$takan/blanko, isi dokume$n, dokume$n se$cara 

ke$se$luruhan.44  

 

Grafonomi me$rupakan suatu bidang ilmu yang diarahkan pada ide$ntifikasi ilmiah 

prose$s tulisan, Ke$aslian tanda tangan, hasil gore$san, se$rta ke$te$rampilan grafis 

lainnya. Ilmu grafonomi me$rupakan suatu bidang ilmu, be$rpe$ran pe$nting dalam 

me$ngungkap informasi yang te$rse$mbunyi di balik tulisan dan tanda tangan. De$ngan 

me$nggunakan analisis obje$ktif dan me$tode$ yang siste$matis, grafonomi dapat 

me$mbantu dalam me$ne$ntukan ke$aslian tulisan dan tanda tangan.  

 

Konte$ks fore$nsik, grafonomi digunakan untuk me$nganalisis tulisan dan tanda 

tangan dalam kasus-kasus hukum, se$pe$rti ide$ntifikasi saksi, ve$rifikasi dokume$n, 

dan de$te$ksi pe$malsuan. Salah satunya ide$ntifikasi pada uang ke$rtas palsu dan asli, 

se$pe$rti warna, pola, dan te$kstur. De$ngan me$nggunakan ilmu bantu te$rse$but pihak 

be$rwe$nang dapat me$mbe$dakan antara uang ke$rtas palsu dan yang asli, se$hingga 

dapat me$mbe$rantas ke$giatan pe$malsuan uang ke$rtas rupiah.  

 

De$ngan de$mikian, grafonomi be$rpe$ran se$bagai alat bukti pe$nting dalam 

pe$mbuktian te$rkait pe$malsuan uang, se$rta me$mbantu dalam me$ne$gakkan ke$adilan 

dan me$mbe$rantas ke$giatan kriminal, salah satunya te$rkait de$ngan uang ke$rtas 

rupiah palsu. 

 

Grafonomi fore$nsik adalah ilmu yang me$mpe$lajari te$ntang ide$ntifikasi dan analisis 

ciri-ciri khusus pada be$nda-be$nda, te$rmasuk uang ke$rtas, untuk me$ne$ntukan asal-

usul dan ke$aslian be$nda te$rse$but. Dalam konte$ks pe$malsuan uang ke$rtas rupiah, 

grafonomi fore$nsik digunakan untuk me$nganalisis ciri-ciri khusus pada uang ke$rtas 

palsu dan asli, se$pe$rti bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau de$sainnya 

me$nye$rupai Rupiah yang dibuat, dibe$ntuk, dice$tak, digandakan, die$darkan. 

 

 
44 Ibid. Hlm. 14. 
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De$ngan me$nggunakan ilmu bantu te$rse$but pihak be$rwe$nang dapat me$mbe$dakan 

antara uang ke$rtas palsu dan yang asli, se$hingga dapat me$mbe$rantas ke$giatan 

pe$malsuan uang ke$rtas rupiah. Se$lain itu, grafonomi be$rfungsi se$bagai alat bukti 

yang e$fe$ktif dan sah dalam pe$mbuktian di pe$rsidangan. Dalam pe$rkara tindak 

pidana pe$malsuan uang, ilmu bantu grafonomi fore$nsik diharapkan dapat 

digunakan untuk me$mbantu dalam pe$mbuktian tindak pidana te$rse$but. 

 

B. Tinjauan Umum Ilmu Forensik 

Ilmu fore$nsik me$rupakan ilmu pe$nge$tahuan yang dapat me$mbe$ri ke$te$rangan atau 

ke$saksian bagi pe$radilan se$cara me$yakinkan me$nurut ke$be$naran-ke$be$naran ilmiah 

yang dapat me$ndukung dan me$yakinkan pe$radilan dalam me$ne$tapkan 

putusannya.45 Ilmu Fore$nsik bagian suatu disiplin ilmu yang me$mpe$lajari dan 

me$ne$rapkan prinsip-prinsip ilmiah untuk me$mbantu prose$s pe$ngadilan dalam 

me$ne$tapkan ke$putusan yang adil dan te$pat.46 me$liputi be$rbagai disiplin ilmu, antara 

lain: 

a. Ilmu Ke$dokte$ran Fore$nsik/ke$hakiman, yaitu ilmu Ke$dokte$ran yang 

diaplikasikan untuk ke$pe$ntingan pe$radilan. ilmu me$mpe$lajari be$rbagai aspe $k 

se$pe$rti se$bab ke$matian, ide$ntifikasi, ke$adaan mayat postmorte$m, pe$rlukaan, 

abortus, dan pe$mbunuhan anak, pe$rzinahan dan pe$me$rkosaan, se$rta 

pe$me$riksaan noda darah. 

b. Ilmu Kimia Fore$nsik, yaitu ilmu Kimia yang dite$rapkan ke$pada ke$pe$ntingan 

pe$radilan. Ilmu ini me$mpe$lajari diantaranya narkotika, pe$malsuan barang yang 

be$rkaitan de$ngan zat kimia, noda-noda yang te$rtinggal dalam tindak ke$jahatan, 

pe$langgaran ke$te$ntuan obat ke$ras, dan darah. 

c. Ilmu alam Fore$nsik, ilmu yang me$mpe$lajari diantaranya: 

1. Balistik Fore$nsik (ballistic fore$nsic) untuk me$nge$tahui je$nis, kalibe$r, jarak  

te$mbak, dan se$bagainya. 

2. Daktiloskopi/poroskopi/palmistry/finge$rprint, ilmu yang  me$mpe$lajari 

te$ntang sidik jari, pe$ristiwa  tabrakan di darat  de$ngan  me$lihat be$kas ban yang  

 
45 Herman, H. KMS. Hukum Acara Pidana di Indonesia. MEGA PRESS NUSANTARA, 2024. hlm. 

16. 
46 Dirdjosisworo, Sudjono. Kriminalistik dan ilmu Forensik. Tribisana Karya, Bandung 1976. 

hlm.106. 
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 di re$m, be$kas oli, cat, be$nsin, dan se$bagainya. 

d. Ilmu Ke$dokte$ran Jiwa/Psikiatri Fore$nsik, ilmu yang  me$mpe$lajari te$ntang 

pe$nde$rita sakit jiwa atau be$rke$lainan jiwa yang dapat me$lakukan ke$jahatan, 

se$pe$rti e$pile$psi (ayan), psikopat (pe$nde$rita yang tidak me$nge$nal norma), 

skizofre$nia (pe$nde$rita yang me$ngalami jiwa te$rbe$lah atau be$rke$pribadian 

ganda/rangkap, dan psikomania de$pre$sif (pe$nde$rita yang me$ngalami pe$rasaan 

ge$mbira atau se$dih yang luar biasa). 

e. Grafologi (schriftkunde$) me$mpe$lajari cara untuk me$nge$nali pe$malsuan tulisan 

dan uang palsu, cara me$ne$mukan tulisan rahasia, dan pe$nge$tahuan me$mbaca 

watak se$se$orang dari tulisannya. 

f. E$ntomologi fore$nsik (ilmu se$rangga untuk pe$nyidikan) adalah ilmu se$rangga 

yang digunakan untuk me$ne$ntukan/me$ngungkapkan saat ke$matian se$se$orang 

atau mayat yang te$rlantar/tidak te$rkubur.47 

g. Grafonomi, Ilmu ini me$mpe$lajari cara-cara untuk me$nge$nali pe$malsuan tulisan 

dan tanda tangan pada dokume$n dan uang palsu, cara-cara me$ne$mukan tulisan-

tulisan rahasia, be$rdasarkan hasil tulisannya. Dalam konte$ks ke$jahatan 

pe$malsuan uang, ilmu ini dapat me$mbantu dalam me$ngide$ntifikasi tulisan yang 

digunakan dalam pe$malsuan uang. 

h. Fore$nsic Docume$nt E$xamination (FDE$) adalah disiplin ilmu fore$nsik yang 

fokus pada analisis dan e$valuasi dokume$n yang dipe$rtanyakan dalam konte$ks 

hukum. FDE$ be$rtujuan untuk me$ne$ntukan asal, ke$aslian, atau ke$pe$milikan 

dokume$n yang te$rkait de$ngan be$rbagai je$nis ke$jahatan, se$pe$rti pe$malsuan, 

pe$nipuan, dan kasus-kasus kriminal lainnya.48 

 

Ilmu pe$nge$tahuan fore$nsik me$mainkan pe$ran yang sangat pe$nting dalam 

me$mastikan ke$adilan dan me$nghe$ntikan ke$jahatan, se$hingga harapan masyarakat 

untuk me$nghukum yang be$rsalah dan me$mbe$baskan yang tidak be$rsalah dapat 

te$rwujud.49 Kriminalistik, yang didukung ole$h be$rbagai disiplin ilmu fore$nsik, 

 
47 Firganefi, Dan Ahmad Irzal Fardiansyah. Op.cit., hlm 13-20. 
48.“Forensic Document Examination | Department of Public Safety.” Texas Department of Public 

Safety, 30 August 2020, https://www.dps.texas.gov/section/crime-laboratory/forensic-document-

examination. diakses pada 14 November 2024. 
49 Ibid, hlm. 26. 
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mampu me$ngide$ntifikasi suatu kasus se$bagai ke$jahatan, pe$malsuan, pe$nipuan, atau 

ke$ce$lakaan me$lalui analisis ilmiah yang me$ndalam. 

 

De$ngan me$nggunakan me$tode$ ilmiah, prose$s ini tidak hanya me$ningkatkan akurasi 

ide$ntifikasi pe$laku te$tapi juga me$mbe$rikan bukti yang kuat dalam pe$ngadilan. 

Pe$nde$katan inte$rdisipline$r ini me$mungkinkan pe$nggunaan te$knik dan me$todologi 

yang be$ragam untuk me$ngumpulkan dan me$nganalisis bukti, se$hingga me$ndukung 

pe$ne$gakan hukum yang adil dan transparan dan me$mastikan bahwa se$tiap 

ke$putusan hukum didasarkan pada fakta-fakta yang dapat dipe$rcaya. 

 

C. Tinjauan Umum sinar Ultraviolet 

Sinar ultraviole$t yang dimaksud dalam pe$ne$litian ini adalah sinar ultraviole$t yang 

te$rdapat dalam fore$nsic docume$nt e$xamination (FDE$). Fore$nsic docume$nt 

e$xamination (FDE$)  adalah cabang ilmu fore$nsik yang be$rfokus pada e$valuasi dan 

analisis dokume$n yang diragukan dalam siste$m hukum. Prose$s ini me$libatkan 

pe$nggunaan te$knik ilmiah be$rupa sinar Ultraviole$t dan te$knologi dalam 

me$mastikan ke$absahan dan inte$gritas dokume$n, Tujuan utama FDE$ adalah untuk 

me$mbe$rikan bukti te$ntang dokume$n yang diragukan me$nggunakan prinsip-prinsip 

ilmiah dan me$tode$-me$tode$ yang se$suai de$ngan je$nis dokume$n te$rse$but50 

 

Sinar (UV) Ultraviole$t adalah salah satu te$knologi cahaya yang digunakan salah 

satunya me$nde$te$ksi pe$malsuan uang ke$rtas rupiah. Sinar Ultraviole$t dapat 

me$ngungkapkan ciri-ciri khusus pada uang ke$rtas yang tidak te$rlihat de$ngan Indra 

pe$nglihatan (mata).51 Dalam kasus pe$malsuan uang ke$rtas rupiah, sinar Ultraviole $t  

digunakan untuk me$nde$te$ksi adanya pe$rubahan warna atau pola pada uang ke$rtas 

palsu yang tidak te$rlihat de$ngan Indra pe$nglihatan mata. De$ngan me$nggunakan 

sinar Ultraviole$t, pihak be$rwe$nang dapat de$ngan mudah me$mbe$dakan uang ke$rtas 

 
50 Global Forensic and Justice Center. “Forensic Document Examination: How It's Done.” Forensic 

Science Simplified, https://www.forensicsciencesimplified.org/docs/how.html. diakses pada 23 

oktober 2024. 
51 Anindy, Bahri. Sistem Pendeteksi Keaslian Dan Nominal Uang Untuk Penyandang Tunanetra 

Menggunakan Sensor UV Gyml 8511 Dan Tcs3200. Diss. Jurnal Fisika Unand 12(2) 2023. hlm.  

316-321. 

. 
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palsu dari yang asli, se$hingga dapat me$mbe$rantas ke$giatan pe$malsuan uang ke$rtas 

rupiah. 

 

Se$lain itu, FDE$ juga me$nggunakan be$rbagai me$tode$ analisis, te$rmasuk: 

a. Analisis Grafonomi 

 E$valuasi tanda-tangan, tulisan tangan, dan simbol-simbol untuk 

me$ne$ntukan ke$aslian dan inte$gritas dokume$n. 

b. Analisis Kimia 

 Me$nye$lidiki komposisi tinta dan ke$rtas untuk me$ngide$ntifikasi dokume$n 

palsu.52 

c. Imaging Mikroskopik 

Me$nggunakan mikroskop untuk me$mvisualisasikan struktur dokume$n dan 

me$ncari tanda-tanda manipulasi.53 

d. Te$knik Radiasi E$le$ktromagne$tik 

Me$nggunakan sinar Ultraviole$t, IR, dan Visible$ Light untuk me$nde$te$ksi 

marka-marka yang tidak te$rlihat de$ngan mata te$lanjang.54 

 

Kombinasi me$tode$ ini me$mpe$rkuat akurasi FDE$ dalam me$mbe$dakan 

dokume$n asli dan palsu, baik dalam konte$ks fisik maupun digital.  

 

Dalam be$be$rapa tahun te$rakhir, te$knologi sinar ultraviole$t (UV) te$lah banyak 

dite$rapkan, te$rmasuk dalam de$te$ksi dan pe$ngungkapan pe$malsuan uang ke$rtas 

rupiah di Indone$sia. De$ngan me$manfaatkan te$knologi ini, pihak be$rwe$nang be$rhasil 

me$ngide$ntifikasi be$rbagai kasus pe$malsuan uang ke$rtas yang te$lah te$rjadi se$lama 

be$rtahun-tahun. Dalam se$jumlah kasus, te$knologi ini juga be$rkontribusi dalam 

me$me$rangi pe$malsuan uang de$ngan me$nde$te$ksi uang palsu se$be$lum dapat 

digunakan dalam transaksi. 

 
52 Songer, Mark. “An Overview of Forensic Document Examination.” Robson Forensic, 24 

November 2015, https://www.robsonforensic.com/articles/forensic-document-examination-expert-

witness. diakses pada 23 Oktober 2024. 
53 Global Forensic and Justice Center.loc cit. 
54 ForenScope. “Forensic Document Examination.” Forensic Science, 24 February 2022, 

https://forenscope.com/blog/forensic-science/forensic-document-examination5/. diakses pada 23 

Oktober 2024. 
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D. Pengertian, unsur-unsur, subjek Tindak Pidana dan Pemalsuan  

a. Pe$nge$rtian Hukum Pidana dan Tindak Pidana 

Hukum pidana me$nurut Me$zge$r adalah aturan hukum yang me$ngikatkan ke$pada 

suatu pe$rbuatan yang me$me$nuhi syarat-syarat te$rte$ntu suatu akibat be$rupa pidana. 

Hukum pidana dua hal pokok, yaitu aturan hukum yang me$ngatur te$ntang 

pe$rbuatan yang me$me$nuhi syarat te$rte$ntu, dan pidana.55 Me$nurut Prof. Moe$ljatno 

S.H., Tindak Pidana adalah pe$rbuatan yang dilarang ole$h suatu aturan hukum, 

larangan mana dise$rtai ancaman (sanksi) yang be$rupa pidana te$rte$ntu, bagi 

barangsiapa yang me$langgar aturan te$rse$but.56 

 

b. Unsur- Unsur Tindak Pidana 

Unsur Tindak Pidana Formil, me$ngatur te$ntang cara cara me$lakukan tindakan 

pidana, se$pe$rti prose$dur pe$nyidikan, tuntutan, pe$mbuktian, dan pe$me$riksaan di 

pe$ngadilan. Hal ini be$rfokus pada bagaimana tindakan pidana dilakukan dan 

bagaimana hukum pidana dite$rapkan. Contoh unsur tindak pidana formil adalah 

Pasal 362 KUHP te$ntang pe$ncurian, yang me$ngatur cara diam-diam me$ngambil 

barang orang lain yang se$bagian atau se$luruhnya milik orang lain se$bagai be$ntuk 

tindak pidana.57 

Unsur tindak Pidana Mate$ril,  be$rfokus pada hasil atau akibat dari tindakan 

pidana.58 Untuk me$ne$ntukan apakah suatu tindakan pidana te$lah te$rjadi dan 

apakah pe$laku harus dike$nakan sanksi hukuman atau tidak.59 Simons dalam buku 

Colin Howard juga me$nye$butkan adanya unsur obye$ktif dan unsur subje$ktif dari  

  tindak pidana(strafbaar fe$it).60 

 
55 Tri Andrisman, Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya 

Dalam Konsep KUHP 2013,  Aura Publishing, 2013, hlm. 7.  
56 Dermawan, Ari, Rahmat Rahmat, and Rahmat Suhargon. "Tindak Pidana Terhadap Masyarakat 

Menawarkan Perjudian Online." Jurnal Pendidikan Tambusai 6.1 (2022): hlm.  4643-4651. 
57 Pasla, Bambang Niko. “pada Hukum Pidana: Pengertian, Jenis, Tujuan, dan Sumber.” BAMS, 

17 February 2023, https://bnp.jambiprov.go.id/hukum-pidana-pengertian-jenis-tujuan-dan-sumber/. 

Diakses pada 01 Juni 2024. 
58 “Hukum Pidana Materil: Unsur, Aspek, dan Prinsip.” Fakultas Hukum - UMSU, 26 August 2023, 

https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil-unsur-aspek-dan-prinsip/. Diakses Pada 11 Juni 

2024. 
59 Sari, indah. “Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan.” 

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, vol. Volume 10, no. No. 1, 2019, hal 65-76. diakses pada 01 Juni 

2024. 
60 Colin Howard, An Analysis of Sentencig Authoruty, dalam P.R. Glazebrook (Ed.), Reshaping the 

Criminal Law, Stevens & Sons Ltd., London, 1978, hlm 76 
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Unsur Obye$ktif: 

1. Pe$rbuatan orang 

2. Akibat yang ke$lihatan dari pe$rbuatan itu. 

3. Mungkin ada ke$adaan te$rte$ntu yang me$nye$rtai pe$rbuatan itu se$pe$rti dalam 

pasal 281 KUHP sifat "ope$nbaar" atau "dimuka umum". 

 

Unsur Subje$ktif: 

1. Orang yang mampu be$rtanggung jawab 

2. Adanya ke$salahan (dolus atau culpa). Pe$rbuatan harus dilakukan de$ngan 

ke$salahan. 

 

Ke$salahan ini dapat be$rhubungan de$ngan akibat dari pe$rbuatan atau de$ngan 

ke$adaan mana pe$rbuatan itu dilakukan. 

 

c. Subje$k Tindak Pidana 

Subje$k tindak pidana (dalam KUHP) be$rupa manusia (Naturlijke$ Pe$rson). 

Adapun badan hukum, pe$rkumpulan, atau korporasi dapat me$njadi subje$k 

tindak pidana bila se$cara khusus dite$ntukan dalam suatu undang-undang 

(biasanya Undang-Undang Pidana di Luar KUHP). Salah satunya, Rumusan 

de$lik dalam KUHP lazimnya dimulai de$ngan kata-kata: "Barangsiapa". Kata 

"Barangsiapa" ini tidak dapat diartikan lain, se$lain ditujukan ke$pada 

"Manusia". Se$dangkan mayat, he$wan, atau be$nda mati dipandang tidak dapat 

me$lakukan tindak pidana, se$hingga se$cara otomatis tidak dapat 

dipe$rtanggungjawabkan se$cara pidana.  

 

d. Pe$malsuan 

Suatu pe$rbuatan yang dise$ngaja me$niru suatu be$nda untuk tujuan te$rte$ntu tanpa 

izin (ile$gal)/me$langgar hak cipta orang lain. pe$malsuan uang adalah tindak 

pidana te$rorganisir, yang me$me$rlukan pihak lain untuk me$nge$darkannya. 

pe$malsuan uang rupiah adalah ke$jadian yang se$ring te$rjadi, baik se$cara fisik 

atau e$le$ktronik. Pe$malsuan uang rupiah dapat dilakukan de$ngan cara 

me$ngubah se$rta me$malsukan tulisan atau gambar yang ada pada uang, 

me$nggunakan gambar digital, atau me$nggunakan te$knologi lain. 
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Undang-Undang Re$publik Indone$sia Nomor 7 Tahun 2011 Te$ntang Mata 

Uang, Pasal 1 Angka 8 me$nje$laskan Rupiah Tiruan adalah suatu be$nda yang 

bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau de$sainnya me$nye$rupai Rupiah yang 

dibuat, dibe$ntuk, dice$tak, digandakan, atau die$darkan, tidak digunakan se$bagai 

alat pe$mbayaran de$ngan me$re$ndahkan ke$hormatan Rupiah se$bagai simbol 

ne$gara.  

 

Undang-Undang Re$publik Indone$sia Nomor 7 Tahun 2011 Te$ntang Mata 

Uang, Pasal 1 Angka 9 Rupiah Palsu adalah suatu be$nda yang bahan, ukuran, 

warna, gambar, dan/atau de$sainnya me$nye$rupai Rupiah yang dibuat, dibe$ntuk, 

dice$tak, digandakan, die$darkan,atau digunakan se$bagai alat pe$mbayaran se$cara 

me$lawan hukum. Ke$jahatan pe$malsuan uang dalam hukum positif di Indone$sia 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 244 KUHP 

sampai de$ngan 252 KUHP dan le$bih khususnya diatur dalam UU No. 7 tahun 

2011 te$ntang Mata Uang dimana ke$te$ntuan pidana undang-undang te$rse$but 

te$rmuat pada pasal 33 sampai de$ngan pasal 41. 

 

Pe$nje$lasan pasal de$mi pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 

244 KUHP sampai de$ngan 252 KUHP: 

 

1. Pasal 244 KUHP 

Pasal ini be$rbunyi: 

“Barangsiapa me$niru atau me$malsu mata uang atau uang ke$rtas yang 

dike$luarkan ole$h Ne$gara atau Bank, de$ngan maksud untuk me$nge$darkan atau 

me$nyuruh me$nge$darkan mata uang atau uang ke$rtas itu se$bagai asli dan tidak 

palsu, diancam de$ngan pidana pe$njara paling lama lima be$las tahun." 

 

Analisis: 

A. Subje$k (normadre$ssaat): barangsiapa 

B. Bagian inti de$lik (de$lictsbe$standde$le$n): 

a. Me$niru atau me$malsu mata uang atau uang ke$rtas yang dike$luarkan 

ole$h Ne$gara atau Bank, 
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b. De$ngan maksud untuk me$nge$darkan atau me$nyuruh me$nge$darkan 

mata uang atau uang ke$rtas itu se$bagai asli dan tidak palsu. 

 

Se$se$orang yang hobi me$ngumpulkan uang dan me$mfotokopi uang itu hanya 

se$le$mbar untuk disimpan tidak te$rmasuk de$lik ini kare$na tidak ada maksud 

untuk me$nge$darkan. Masalah adanya maksud untuk me$nge$darkan adalah 

masalah pe$mbuktian. Namun, yang je$las jika sudah die$darkan, maka te$lah 

te$rbukti bagian inti ini. De$lik ini adalah de$lik se$ngaja dan juga me$rupakan de$lik 

formil bukan de$lik mate$riil yang me$nsyaratkan adanya akibat. 

 

Pe$mbuat de$lik ini dapat ditahan kare$na maksimum pidana pe$njara yang dapat 

dike$nakan adalah 15 tahun, le$bih lima tahun se$bagaimana diatur dalam Pasal 

21 ayat (4) KUHAP. Dalam hal ini, yang akan dilindungi adalah ke$pe$ntingan 

hukum umum, ke$pe$rcayaan ke$pada uang kartal. Pe$rampasan uang palsu itu 

be$rsifat wajib be$rdasarkan Pasal 250 bis KUHP, walaupun misalnya te$rdakwa 

diputus be$bas. Sama halnya de$ngan barang se$njata api, bom, dan narkotika. 

 

Be$rdasarkan Pasal 79 KUHP, te$nggang le$wat waktu untuk de$lik pe$malsuan 

atau pe$rusakan mata uang adalah mulai be$rlaku pada hari se$sudah barang yang 

palsu atau mata uang yang dirusak digunakan.  Ancaman pidana: Pidana 

pe$njara paling lama lima be$las tahun. 

 

2. Pasal 245 KUHP 

Pasal ini be$rbunyi: 

"Barangsiapa de$ngan se$ngaja me$nge$darkan mata uang atau uang ke$rtas yang 

dike$luarkan ole$h Ne$gara atau Bank se$bagai mata uang atau uang ke$rtas asli 

dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu ole$hnya se$ndiri, atau waktu 

dite$rima dike$tahuinya tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa 

me$nyimpan atau me$masukkan ke$ Indone$sia mata uang dan uang ke$rtas yang 

de$mikian. de$ngan maksud untuk me$nge$darkan atau me$nyuruh me$nge$darkan 

se$bagai asli dan tidak dipalsu, diancam de$ngan pidana pe$njara paling lama 

lima be$las tahun". 
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Analisis: 

A. Subje$k (normadre$ssaat): barangsiapa 

B. Bagian inti de$lik (de$lictsbe$standde$le$n): 

a. Se$ngaja; 

b. Me$nge$darkan mata uang atau uang ke$rtas yang dike$luarkan ole$h  

ne$gara atau bank; 

c. Se$bagai mata uang atau uang ke$rtas asli dan tidak dipalsu; 

d. Padahal ditiru atau dipalsu ole$hnya se$ndiri atau pada waktu dite$rima  

dike$tahuinya tidak asli atau dipalsu. 

Atau 

a. Me$nyimpan atau me$masukkan ke$ Indone$sia mata uang dan uang  

ke$rtas yang de$mikian, 

b. De$ngan maksud untuk me$nge$darkan atau me$nyuruh me$nge$darkan  

se$bagai asli dan tidak dipalsu. 

 

Te$rdapat dua macam de$lik dalam satu pasal. Pe$rtama, se$ngaja me$nge$darkan 

mata uang atau uang ke$rtas yang dike$luarkan ole$h ne$gara atau bank se$bagai 

mata uang atau uang ke$rtas asli dan tidak dipalsu yang dia se$ndiri me$malsu- 

nya atau pada waktu dite$rima dike$tahuinya tidak asli atau dipalsu. Ke$dua, 

me$nyimpan atau me$masukkan ke$ Indone$sia mata uang dan uang ke$rtas palsu. 

 

3. Pasal 246 KUHP 

Pasal ini be$rbunyi: 

"Barangsiapa me$ngurangi nilai mata uang de$ngan maksud untuk me$nge$luar- 

kan atau me$nyuruh me$nge$luarkan uang yang dikurangi nilainya itu, diancam 

kare$na me$rusak uang de$ngan pidana pe$njara paling lama dua be$las tahun." 

 

Analisis: 

A. Subje$k (normadre$ssaat): barangsiapa 

B. Bagian inti de$lik (de$lictsbe$standde$le$n): 

a. Me$ngurangi nilai mata uang; 

b. De$ngan maksud untuk me$nge$luarkan atau me$nyuruh me$nge$luarkan  

uang; 
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c. Yang dikurangi nilainya itu. 

 

Pasal ini tidak pe$nting se$karang ini kare$na mata uang (koin) se$karang dari 

aluminium yang tak be$rnilai. Zaman Hindia Be$landa mata uang satu suku, satu 

rupiah dan satu ringgit dibuat dari pe$rak asli, jadi me$mpunyai nilai se$cara 

mate$riil. Di Ne$de$rland pun de$mikian, kare$na di sana pun mata uang bukan lagi 

dari logam mulia. Ancaman pidana, Pidana pe$njara paling lama dua be$las 

tahun. 

 

4. Pasal 247 KUHP 

Pasal ini be$rbunyi: 

"Barangsiapa de$ngan se$ngaja me$nge$darkan mata uang yang dikurangi nilai 

ole$hnya se$ndiri atau yang me$rusaknya waktu dite$rima dike$tahui se$bagai uang 

tidak rusak, ataupun barangsiapa me$nyimpan atau me$masukkan ke$ Indone$sia 

uang yang de$mikian itu de$ngan maksud untuk me$nge$darkan atau me$nyuruh 

me$nge$darkannya se$bagai uang yang tidak dirusak, diancam de$ngan pidana 

pe$njara paling lama dua be$las tahun." 

 

Analisis: 

A. Subje$k (normadre$ssaat): barangsiapa 

B. Bagian inti de$lik (de$lictsbe$standde$le$n): 

a. Se$ngaja, 

b. Me$nge$darkan mata uang yang dikurangi nilai ole$hnya se$ndiri atau  

me$rusaknya waktu dite$rima dike$tahui se$bagai uang tidak rusak. 

Atau 

a. Me$nyimpan atau me$masukkan ke$ Indone$sia; 

b. Uang yang dikurangi nilai ole$hnya se$ndiri atau me$rusaknya waktu  

dite$rima dike$tahui se$bagai uang tidak rusak; 

c. De$ngan maksud untuk me$nge$darkan atau me$nyuruh  

me$nge$darkannya se$bagai uang tidak rusak. 

Sama de$ngan Pasal 246, pasal ini tidak pe$nting lagi, kare$na mata uang tidak 

dibuat dari logam mulia lagi. Ancaman pidana, Pidana pe$njara paling lama dua 

be$las tahun.  
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5. Pasal 248 KUHP 

Ditiadakan be$rdasarkan Stbld. 1938 No. 593. Di Be$landa pasal padanannya 

Artike$l 212 dicabut be$rdasarkan Undang-Undang 31 Mare$t 1932, Stb. 131 

 

6. Pasal 249 KUHP 

Pasal ini be$rbunyi: 

"Barangsiapa de$ngan se$ngaja me$nge$darkan mata uang yang tidak asli, 

dipalsu atau dirusak atau uang ke$rtas Ne$gara atau Bank yang palsu atau 

dipalsu, diancam, ke$cuali be$rdasarkan Pasal 245 dan 247, de$ngan pidana 

pe$njara paling lama e$mpat bulan dua minggu atau de$nda paling banyak e$mpat 

ribu lima ratus rupiah." 

 

Analisis: 

A. Subje$k (normadre$ssaat): barangsiapa 

B. Bagian inti de$lik (de$lictsbe$standde$le$n): 

a. Se$ngaja, 

b. Me$nge$darkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak atau 

uang ke$rtas Ne$gara atau Bank yang palsu atau dipalsu. 

 

Pe$rbuatan yang dipidana disini adalah pe$rbuatan se$ngaja me$nge$darkan uang 

tidak asli atau palsu. Mungkin pe$mbuat me$ne$rima dari orang lain uang palsu 

tak dike$tahui bahwa itu palsu lalu me$nge$darkan atau me$mbe$lanjakan. Te$ntu- 

lah pe$mbuat tidak dapat dipidana kare$na dia tidak se$ngaja atau dia tidak 

me$nge$tahui bahwa uang itu palsu. Hal ini me$rupakan masalah pe$mbuktian 

Pasal 480 KUHP (Artike$l 416 (lama) Ne$d. WvS), yaitu de$lik pe$nadahan. De$lik 

ini me$rupakan de$lik se$ngaja. 

 

7. Pasal 250 KUHP 

Pasal ini be$rbunyi: 

"Barangsiapa me$mbuat atau me$mpunyai pe$rse$diaan bahan atau be$nda yang 

dike$tahuinya bahwa itu digunakan untuk me$niru, me$malsu atau me$ngurangi 

nilai mata uang, atau untuk me$niru atau me$malsu uang ke$rtas Ne$gara atau 
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Bank, diancam de$ngan pidana pe$njara paling lama e$nam tahun atau de$nda 

paling banyak e$mpat ribu lima ratus rupiah." 

 

Analisis: 

A. Subje$k (normadre$ssaat): barangsiapa 

B. Bagian inti de$lik (de$lictsbe$standde$le$n): 

a. Me$mbuat atau me$mpunyai pe$rse$diaan bahan atau be$nda, 

b. Yang dike$tahuinya bahwa itu digunakan untuk me$niru, me$malsu 

atau me$ngurangi nilai mata uang atau untuk me$niru atau me$malsu 

uang ke$rtas Ne$gara atau Bank. 

 

Pasal-pasal se$be$lumnya me$nyangkut pe$malsuan atau pe$rusakan uang, maka 

disini pe$rbuatan me$mbuat atau me$mpunyai pe$rse$diaan bahan atau be$nda untuk 

me$malsu uang. Dalam hal ini, yang dilarang me$mbuat atau me$mpunyai 

pe$rse$diaan bahan atau be$nda untuk me$malsu, me$niru atau me$ngurangi nilai 

mata uang, yang Cle$ire$n e$t al. me$nye$butnya tindakan pe$rsiapan 

(voorbe$re$idingshande$linge$n). Untuk me$lakukan de$lik yang te$rcantum dalam 

Pasal 244 dan 246 KUHP. Jadi, Pasal 250 KUHP (pe$rbuatan pe$rsiapan 

me$mbuat uang palsu) be$rsama de$ngan Pasal 261 KUHP (pe$rbuatan pe$rsiapan 

me$mbuat mate$rai palsu) diancam de$ngan pidana.  

 

Pada umumnya, pe$rbuatan pe$rsiapan tidak/be$lum dipidana di Indone$sia, 

ke$cuali Pasal 250 KUHP dan 261 KUHP dan juga Pasal 11 Undang-Undang 

te$ntang Te$rorisme$. De$lik ini dibe$ri kualifikasi (nama) "me$mpunyai pe$rse$diaan 

be$nda yang dike$tahui bahwa itu untuk me$mbuat uang ke$rtas bank." Ancaman 

pidana, Pidana pe$njara paling lama e$nam tahun, maka pe$mbuat dapat ditahan. 

 

8. Pasal 250 bis KUHP 

Pasal ini be$rbunyi: 

"Barangsiapa be$rdasarkan salah satu ke$jahatan yang dite$rangkan dalam bab 

ini, maka mata uang palsu, dipalsu atau dirusak, uang ke$rtas Ne$gara atau 

Bank yang palsu atau dipalsukan, bahan-bahan atau be$nda-be$nda yang 

me$miliki sifatnya digunakan untuk me$niru, me$malsu atau me$ngurangi nilai 
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mata uang atau uang ke$rtas, se$panjang dipakai untuk atau me$njadi obje$k 

dalam me$lakukan ke$jahatan, dirampas, juga apabila barang itu bukan 

ke$punyaan te$rpidana." 

 

Analisis: 

Pasal ini tidak me$ngandung rumusan de$lik se$ndiri, hanya me$ne$ntukan pidana 

tambahan be$rupa pe$rampasan. 

 

9. Pasal 251 KUHP 

Pasal ini be$rbunyi: 

"Diancam de$ngan pidana pe$njara paling lama satu tahun atau pidana de$nda 

paling banyak se$puluh ribu rupiah, barangsiapa de$ngan se$ngaja dan tanpa 

izin Pe$me$rintah, me$nyimpan atau me$masukkan ke$ Indone$sia ke$ping-ke$ping 

atau le$mbar-le$mbaran pe$rak, baik yang ada maupun yang tidak ada capnya 

atau dike$rjakan se$dikit, mungkin dianggap se$bagai mata uang, padahal tidak 

nyata-nyata akan digunakan se$bagai pe$rhiasan atau tanda pe$ringatan". 

 

Analisis: 

A. Subje$k (normadre$ssaat): barangsiapa 

B. Bagian inti de$lik (de$lictsbe$standde$le$n): 

a. Se$ngaja dan tanpa izin Pe$me$rintah. 

b. Me$nyimpan atau me$masukkan ke$ Indone$sia ke$pingan-ke$pingan atau 

le$mbar-le$mbaran pe$rak, baik yang ada maupun yang tidak ada capnya 

atau dike$rjakan se$dikit.  

c. Mungkin dianggap mata uang, padahal tidak nyata-nyata akan diguna- 

kan se$bagai pe$rhiasan atau tanda pe$ringatan. 

 

Pe$rihal ini, yang akan dilindungi de$ngan de$lik adalah agar pe$ne$rima tidak 

te$rtipu me$ngira ke$pingan itu adalah uang. Pasal ini kurang pe$nting se$karang ini 

kare$na mata uang (koin) se$karang tidak dibuat dari logam mulia (pe$rak) 

.Ancaman pidana, Pidana pe$njara paling lama satu tahun atau de$nda paling 

banyak se$puluh ribu rupiah. 
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10. Pasal 252 KUHP 

Pe$rihal pe$midanaan be$rdasarkan salah satu ke$jahatan yang dite$rangkan dalam Pasal 

244-247, maka hak-hak se$bagaimana dimaksud dalam Pasal 35 No. 1-4 dapat 

dicabut.  Pasal ini tidak me$ngandung rumusan de$lik, te$tapi me$nye$but pe$mbuat Pasal 

244-247 dapat dicabut haknya be$rdasarkan Pasal 35 No. 1-4, yaitu se$bagai be$rikut: 

1. Hak me$me$gang jabatan pada umumnya atau jabatan te$rte$ntu. 

2. Hak me$masuki angkatan be$rse$njata (ge$wape$nde$ macht). 

3. Hak me$milih dalam pe$milihan yang diadakan be$rdasarkan aturan-aturan umum. 

4. Hak me$njadi pe$nasihat hukum atau pe$ngurus atas pe$ne$tapan pe$ngadilan, hak 

me$njadi wali, wali pe$ngawas, pe$ngampu atau pe$ngampu pe$ngawas atas orang yang 

bukan anak se$ndiri.61 

 

E. Teori Pembuktian 

Pe$mbuktian adalah suatu pe$ngaturan yang me$ne$ntukan je$nis-je$nis alat bukti yang 

dapat digunakan, bagaimana alat bukti te$rse$but dike$lompokkan, se$rta cara-cara 

bagaimana alat bukti te$rse$but digunakan dalam prose$s pe$ngadilan. Untuk 

me$mbuktikan suatu hal se$hingga dapat me$yakinkan orang lain, pe$mbuktian 

biasanya dide$finisikan se$bagai upaya untuk me$mbuktikan se$suatu de$ngan 

me$ngajukan se$gala se$suatu yang be$rkaitan de$ngan suatu hal yang he$ndak 

dibuktikannya. Krite$ria atau syarat-syarat te$rte$ntu untuk me$mbuktikan hal-hal yang 

me$njadi masalah te$rse$but harus me$miliki dasar atau alasan yang kuat. 

 

Dilihat dari asal katanya, istilah "pe$mbuktian" be$rasal dari kata "bukti", yang be$rarti 

suatu hal, pe$ristiwa, atau ke$jadian yang cukup untuk me$nunjukkannya. Artinya, 

pe$mbuktian adalah pe$rbuatan me$mbuktikan, yaitu me$lakukan se$suatu se$bagai 

ke$be$naran, me$laksanakan, me$nandakan, me$nyaksikan, dan me$yakinkan. Me$nurut 

pe$ndapat ahli hukum, R. Soe$be$kti me$nde$finisikan pe$mbuktian se$bagai upaya untuk 

me$yakinkan hakim te$ntang ke$be$naran bukti yang dike$mukakan dalam suatu kasus 

di pe$ngadilan.62  

 

 
61 Hamzah, Andi. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Edisi Kedua., Jakarta, 

Sinar Grafika, 2015. Hlm 144-152. 
62 Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut 

KUHAP." Yuridika 32.1 (2017): hlm. 17-36. 
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Ke$be$naran mate$riil (ke$be$naran yang se$be$nar-be$narnya)  dalam kasus pidana adalah 

tujuan utama. Kriminalistik yang didukung ole$h ilmu fore$nsik dapat me$mbantu 

me$ngide$ntifikasi suatu kasus se$bagai ke$jahatan, pe$malsuan, pe$nipuan, atau 

ke$ce$lakaan me$lalui analisis yang ilmiah dan aplikasi be$rbagai inte$rdisiplin ilmu. 

De$ngan me$nggunakan me$tode$ ilmiah, kriminalistik dapat me$ngide$ntifikasi ke$aslian 

uang ke$rtas rupiah  de$ngan le$bih akurat.   

 

a. Siste$m Pe$mbuktian dalam hukum acara pidana 

Siste$m pe$mbuktian adalah suatu pe$ngaturan yang me$ne$ntukan je$nis-je$nis alat bukti 

yang dapat digunakan, bagaimana alat bukti te$rse$but dike$lompokkan, se$rta cara-

cara bagaimana alat bukti te$rse$but digunakan dalam prose$s pe$ngadilan.  

hukum acara pidana, pe$mbuktian be$rpe$ran se$bagai e$le$me$n kunci yang sangat 

pe$nting.  

 

Tujuan utama dari hukum acara pidana adalah me$ncari ke$be$naran mate$ril, yang 

me$njadi dasar dari se$luruh prose$s hukum. Untuk me$ncapai ke$be$naran ini, 

pe$mbuktian digunakan se$bagai cara utama ole$h hakim dalam be$nar tidaknya 

te$rdakwa me$lakukan pe$rbuatan yang didakwakan. Pe$mbuktian juga me$mbe$rikan 

dasar hukum yang je$las untuk me$njatuhkan putusan yang te$pat dalam 

me$nye$le$saikan suatu pe$rkara. 

 

Sumbe$r-sumbe$r hukum dalam siste$m pe$mbuktian pidana, antara lain:  

1. Undang-Undang;  

2. Doktrin atau ajaran;  

3. Yurisprude$nsi. 

 

Be$rdasarkan pe$rke$mbangannya, te$rdapat e$mpat macam te$ori pe$mbuktian dalam 

praktik pe$radilan pidana yang me$miliki karakte$ristik be$rbe$da-be$da, antara lain: 

1. Positie$f We$ttlijk Be$wijsthorie$ (Te$ori obye$ktif murni/Pe$mbuktian Be$rdasarkan 

Undang-Undang Se$cara Positif): Te$ori ini me$mfokuskan pada pe$nggunaan alat 

bukti yang te$lah dite$ntukan dalam undang-undang untuk me$mbuktikan suatu 

tindak pidana. Pe$mbuktian dilakukan de$ngan me$nggunakan alat bukti yang 

te$lah dite$ntukan se$be$lumnya dalam undang-undang. Ke$untungan dari te$ori ini 
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untuk me$mpe$rce$pat pe$nye$le$saian pe$rkara, me$mudahkan hakim dalam 

me$njatuhkan ke$putusan, dan me$mungkinkan hakim untuk be$rtindak obje$ktif.  

Namun, te$ori ini juga me$miliki ke$le$mahan: te$rbatasnya alat bukti yang dapat 

digunakan (alat bukti re$le$van te$tapi tidak te$rmasuk dalam daftar alat bukti yang 

te$lah dite$ntukan ole$h Undang-undang)  dan ke$te$rbatasan dalam me$ne$ntukan 

ke$be$naran. te$ori ini be$rupaya untuk me$nghilangkan se$mua pe$rtimbangan 

subje$ktif hakim dan me$ngikat hakim se$cara ke$tat de$ngan aturan pe$mbuktian 

yang ke$ras. De$ngan de$mikian, ajaran ini hanya difokuskan pada alat-alat bukti 

yang te$lah dite$tapkan ole$h undang-undang, tanpa me$mpe$rhatikan unsur 

ke$yakinan pada hakim dalam me$ne$ntukan ke$salahan te$rdakwa. Te$ori 

pe$mbuktian ini te$rlalu be$rgantung pada ke$kuatan pe$mbuktian yang 

be$rdasarkan undang-undang, se$hingga putusan hakim tidak mungkin me$njadi 

obje$ktif. 

 

2. Conviction Intime$ (Te$ori subje$ktif murni/Pe$mbuktian Be$rdasarkan Ke$yakinan 

Hakim): Te$ori ini me$mbe$rikan ke$be$basan le$bih ke$pada hakim untuk 

me$njatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dike$nal se$lain alat bukti 

yang be$rupa ke$yakinan hakim be$laka (Ke$yakinan se$mata). Hakim dapat 

me$njatuhkan ke$putusan be$rdasarkan ke$yakinan yang timbul dari hati 

nuraninya, dan tidak me$nyandarkan ke$pada pe$mbuktian me$nurut undang-

undang te$tapi me$mbe$rikan ke$be$basan yang mutlak ke$pada hakim, tanpa 

me$me$rlukan alat bukti yang le$bih spe$sifik. 

 

3. Convition Rasionne$e$ (Te$ori Pe$mbuktian pe$mbuktian yang be$bas/Be$rdasar 

Ke$yakinan Hakim Atas Alasan yang Logis): Te$ori ini me$nggunakan ke$yakinan 

hakim, te$tapi ke$yakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. 

Se$lain itu, te$ori ini disandarkan se$mata-mata atas dasar pe$rtimbangan akal 

(pikiran) dan hakim tidak dapat te$rikat ke$pada alat-alat bukti yang dite$tapkan 

ole$h undang-undang de$ngan de$mikian hakim dapat me$mpe$rgunakan alat-alat 

bukti lain yang di luar ke$te$ntuan pe$rundang-undangan, dan Alasan-alasan 

te$rse$but harus "Re$asonable$", yakni be$rdasarkan alasan yang dapat dite$rima 

ole$h akal pikiran. 
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4. Ne$gatie$f We$tte$lijk Be$wisjthe$orie$ (Te$ori Pe$mbuktian Be$rdasarkan Undang-

Undang Se$cara Ne$gatif): Te$ori ini me$nggunakan alat-alat bukti yang 

dicantumkan dalam undang-undang, se$rta ke$yakinan hakim. Ke$yakinan hakim 

te$rbatas pada alat bukti yang dite$ntukan ole$h undang-undang. De$ngan 

me$nggunakan alat-alat bukti yang te$rcantum dalam undang-undang dan 

ke$yakinan hakim, te$ori ini dise$but juga pe$mbuktian be$rganda (dubble$ e$n 

grondlag). Te$ori ini me$rupakan gabungan antara siste$m pe$mbuktian 

me$nghe$ndaki ke$yakinan hakim de$ngan alasan yang didasarkan pada alat bukti 

me$nurut undang-undang, dan te$ori pe$mbuktian Conviction Intime$, ke$yakinan 

hakim didasarkan ke$pada ke$simpulan yang logis/rasional tidak be$rdasarkan 

undang-undang.  

 

Se$cara umum, pe$mbuktian dalam ilmu hukum adalah prose$s yang, dalam kasus 

pe$rdata, pidana, atau lainnya, dilakukan de$ngan me$nggunakan alat bukti yang sah 

untuk me$ne$ntukan apakah suatu fakta atau pe$rnyataan khususnya fakta atau 

pe$rnyataan yang diajukan dan dinyatakan ole$h salah satu pihak dalam prose$s 

pe$ngadilan be$nar atau tidak se$pe$rti yang te$rse$bar luas.63 De$ngan de$mikian, ada 

be$be$rapa krite$ria yang digunakan untuk pe$mbuktian pe$rkara di pe$rsidangan, antara 

lain:64 

a. Be$wijsthe$ori, Te$ori Bukti yang digunakan se$bagai dasar pe$mbuktian ole $h 

hakim di pe$ngadilan; 

b. Be$wijsmidde$le$n, adalah suatu alat bukti yang digunakan dalam 

me$mbuktikan   suatu  pe$ristiwa  hukum   te$lah te$rjadi, se$tiap hukum acara te$lah  

me$ngatur apa yang dapat digunakan se$bagai bukti yang sah di pe$ngadilan; 

c. Be$wijsvoe$ring, adalah pe$nje$lasan te$ntang bagaimana bukti dipe$role$h, 

dikumpulkan, dan disampaikan di de$pan sidang pe$ngadilan; 

d. Be$wijslast atau burde$n of proof, adalah  suatu Be$ban pe$mbuktian yang 

diwajibkan ole$h undang-undang untuk me$mbuktikan suatu pe$ristiwa hukum. 

 
63 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian; Pidana dan Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, 

Hlm 4. 
64 Pohan, Agustinus, Topo Santoso, and Martin Moerings. "Hukum pidana dalam perspektif." Bali: 

Pustaka Larasan (2012). hlm. 199-201 
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e. Be$wijskracht, adalah ke$kuatan pe$mbuktian dari masing-masing bukti, 

Pe$nilaian me$rupakan otoritas hakim untuk me$nilai se$be$rapa kuat bukti 

te$rse$but; 

f. Be$wijs minimmum  adalah Bukti yang dipe$rlukan untuk me$ngikat ke$be$basan 

hakim 

 

Be$rdasarkan uraian krite$ria pe$mbuktian di atas, hal-hal yang te$rkandung dalam 

ke$te$ntuan hukum pe$mbuktian diatur dalam pe$raturan pe$rundang-undangan 

yang be$rlaku, te$rutama hukum formil, yang me$rupakan hukum acara, yaitu 

bagaimana ke$te$ntuan hukum mate$ril dite$rapkan dan bagaimana pe$ne$gak 

hukum me$njalankan fungsinya untuk me$ne$gakkan hukum.65 

 

Siste$m pe$mbuktian me$nurut undang-undang se$cara ne$gatif (ne$gatif we$tte$lijk 

be$wijsthe$ori) digunakan Dalam kasus pidana di Indone$sia. Dasar hukum 

te$ntang pe$mbuktian dalam hukum acara pidana me$ngacu pada pasal 183-189 

KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).  

Syarat untuk me$njatuhkan pidana se$lain me$me$nuhi alat bukti se$bagaimana 

dite$ntukan dalam KUHAP juga ditambah de$ngan ke$yakinan hakim yang 

dipe$role$h se$lama pe$mbuktian. Hakim tidak dapat me$njatuhkan putusan 

pe$midanaan ke$pada te$rdakwa jika salah satu syarat te$rse$but tidak te$rpe$nuhi.66 

 

Pasal 184 KUHAP me$ngatur alat bukti yang bole$h digunakan dalam 

pe$mbuktian pe$rkara pidana se$cara limitatif, yang te$rdiri dari ke$te$rangan saksi, 

ke$te$rangan ahli, surat, pe$tunjuk, dan ke$te$rangan te$rdakwa. Hakim, pe$nuntut 

umum, te$rdakwa, dan pe$nasihat hukum hanya diizinkan me$nggunakan alat 

bukti se$bagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP te$rse$but.67 

 

 
65 Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan dan Pembaharuannya di 

Indonesia, Malang: Setara Press, 2014, Hlm. 37 
66 Alfitra, Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Jakarta: 

Raih Asa Sukses, 2011, Hlm. 23. 
67 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 

Hlm 287. 
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F. Teori faktor-faktor penghambat Penegakan Hukum 

Faktor-faktor pe$nghambat dalam pe$ne$gakan hukum dapat be$rasal dari be$rbagai 

sumbe$r, antara lain: 

1. Faktor Pe$rundang-undangan 

a. Kurangnya Kualitas Undang-Undang  

Undang-undang yang ada se$ring tidak me$madai untuk me$ngatasi 

masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat, se$hingga  

me$mbuat prose$s pe$ne$gakan hukum me$njadi sulit dilakukan. 

b. Ke$te$rkaitan Re$gulasi  

Banyak re$gulasi yang be$rte$ntangan satu sama lain, me$mbuat prose$s 

pe$ne$gakan hukum me$njadi komple$ks dan tidak je$las. 

c. Prose$s Hukum yang Be$rlangsung Lama 

 dapat me$mbuat Masyarakat me$rasa tidak pe$rcaya dan tidak puas 

de$ngan siste$m pe$ne$gakan hukum. 

d. Diskriminasi dalam Pe$ne$gakan Hukum  

Faktor diskriminasi dapat me$mpe$ngaruhi prose$s pe$ne$gakan hukum, 

de$ngan adanya diskriminasi te$rhadap suatu ke$lompok masyarakat, 

maka hal te$rse$but dapat me$mpe$ngaruhi ke$adilan dan obje$ktivitas 

dalam prose$s pe$ne$gakan hukum.68 

2. Faktor Pe$ne$gak Hukum 

a. Korupsi dan Diskriminasi  

Aparat pe$ne$gak hukum te$rlibat dalam praktik-praktik korupsi, yang 

dapat me$mpe$ngaruhi obje$ktivitas dan inte$gritas prose$s pe$ne$gakan 

hukum. Se$lain itu, diskriminasi te$rhadap suatu ke$lompok 

masyarakat juga dapat me$mpe$ngaruhi obje$ktivitas dalam prose$s 

pe$ne$gakan hukum.69 

b. Kapasitas dan Ke$te$rampilan 

Aparat pe$ne$gak hukum tidak me$miliki kapasitas dan ke$te$rampilan 

yang me$madai untuk me$lakukan tugasnya se$cara e$fe$ktif. 

 
68 Ali, H. Zainuddin. Sosiologi hukum. Sinar Grafika, 2023. Hal 8-9 
69 Pramesti, Lusia. "Menjembatani Konstitusi dan Penegakan Hukum: Toleransi dan Hak Asasi 

Manusia dalam Sistem Peradilan di Indonesia." Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 2.4 

(2024): hlm.  85-93. 
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c. Ke$biasaan-ke$biasaan Buruk  

Me$miliki ke$biasaan-ke$biasaan buruk yang tidak se$suai de$ngan nilai-

nilai profe$sionalisme$ dan inte$gritas, se$hingga me$mpe$ngaruhi citra 

dan e$fe$ktivitas me$re$ka dalam me$lakukan tugas. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas 

Pe$ne$gakan hukum tidak dapat be$rjalan de$ngan lancar tanpa adanya fasilitas 

yang me$ndukung. Fasilitas ini me$ncakup staf yang te$rlatih dan profe$sional, 

organisasi yang e$fe$ktif, pe$ralatan yang me$madai, se$rta dana yang cukup. 

De$ngan kombinasi dari faktor-faktor ini, pe$ne$gakan hukum dapat be$rjalan 

de$ngan e$fisie$nsi dan e$fe$ktivitas yang optimal. 

4. Faktor Masyarakat 

a. Kurangnya Pe$mahaman Hukum  

Banyak masyarakat yang be$lum me$mahami pe$ntingnya hukum dan 

siste$m pe$ne$gakan hukum, Se$hingga tidak me$miliki rasa tanggung 

jawab untuk me$matuhi hukum. 70 

b. Kurangnya Ke$pe$rcayaan pada Siste$m Pe$ne$gakan Hukum 

Masyarakat se$ring me$rasa tidak puas dan tidak pe$rcaya pada siste$m 

pe$ne$gakan hukum, kare$na prose$s hukum yang lambat, diskriminasi,  

dan praktik-praktik yang tidak baik dari aparat pe$ne$gak hukum 

c. Ke$ke$rasan dan Intimidasi 

Te$rkadang, ada ke$lompok-ke$lompok masyarakat yang me$lakukan 

ke$ke$rasan dan intimidasi te$rhadap aparat pe$ne$gak hukum dan 

masyarakat lain yang me$matuhi hukum, se$hingga me$mbuat 

masyarakat takut untuk me$laporkan ke$jahatan dan me$matuhi 

hukum. 

d. Kurangnya Pe$ndidikan Hukum  

Banyak masyarakat yang tidak me$miliki pe$ndidikan hukum yang 

me$madai, se$hingga kurang me$mahami hukum dan siste$m pe$ne$gakan 

hukum. 

 

 
70 “Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya.” Fakultas Hukum Terbaik di Medan 

Sumut, 2 November 2023, https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-

tahapnya/. Diakses pada 12 juni 2024. 



41 
 
 

5. Faktor Ke$budayaan 

a. Ke$budayaan Hukum yang Be$rbe$da  

Ke$budayaan hukum me$rujuk pada nilai, norma, dan tradisi yang 

dite$rima dan dipraktikkan dalam masyarakat. Ke$budayaan hukum 

yang be$rbe$da dari satu masyarakat ke$ masyarakat lain dapat 

me$mpe$ngaruhi bagaimana hukum dipahami dan dite$rapkan. 

b. Norma dan Tradisi 

Be$be$rapa masyarakat tradisional, yang me$mpe$rlakukan masalah 

hukum se$bagai masalah inte$rnal ke$luarga atau masyarakat, se$hingga 

me$re$ka le$bih me$milih untuk me$me$cahkan masalah te$rse$but me$lalui 

me$diasi daripada me$lalui prose$s hukum formal.71

 
71 Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm.5. 



 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Dalam pe$ne$litian ini, pe$nde$katan masalah yang digunakan adalah Me$tode$ yuridis 

normatif dan Me$tode$ yuridis e$mpiris. 

1. Metode yuridis normatif 

Pe$nde$katan yuridis normatif me$rupakan suatu pe$nde$katan pe$ne$litian hukum yang 

be$rfokus pada pe$ngumpulan data dan informasi  se$cara me$ndalam me$lalui  be$rbagai 

lite$ratur, buku, Jurnal, pe$raturan pe$rundang-undangan, re$fe$re$nsi lainnya yang te$rkait 

de$ngan skripsi ini. 

2. Metode yuridis empiris 

Me$tode$ yuridis e$mpiris adalah pe$nde$katan yang be$rgantung pada fakta pe$ne$litian di 

lapangan yang me$libatkan wawancara langsung de$ngan pihak yang me$nge$tahui 

situasi di lapangan dalam me$ndapatkan data dan informasi yang dapat dipe$rcaya 

Te$rkait masalah te$rse$but   

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Dalam pe$ne$litian ini, Sumbe$r dan Je$nis Data yang digunakan adalah: 

1. Sumber data 

Pe$ne$litian ke$pustakaan dan pe$ne$litian lapangan adalah sumbe$r data dari pe$ne$litian 

ini. 

2. Jenis Data 

Data yang digunakan untuk pe$ne$litian ini:  

1. Data Prime$r 

Data prime$r adalah studi lapangan yang dilakukan me$lalui wawancara dan/atau 

kunjungan de$ngan orang-orang yang me$miliki hubungan langsung de$ngan topik 

skripsi ini. Data prime$r ini diambil dari wawancara ke$pada Pe$nyidik Polda 

Lampung, dan Akade$misi atau Dose$n Bagian Hukum Pidana. 
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2. Data se$kunde$r 

Data Se$kunde$r adalah data, yang be$rasal dari pe$ne$litian se$be$lumnya, yang be$rkaitan 

de$ngan topik pe$ne$litian ini, 

a. Bahan Hukum Prime$r be$rsumbe$r dari : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 junto Undang-Undang Nomor 

73 Tahun 1958 te$ntang Pe$mbe$rlakuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP); 

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 te$ntang Kitab UndangUndang 

Hukum Acara Pidana; 

3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Te$ntang Ke$polisian Ne$gara 

Re$publik Indone$sia. 

4. Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 te$ntang Mata Uang. 

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 

b. Bahan Hukum Se$kunde$r be$rsumbe$r dari : 

1. Pe$raturan Ke$pala Ke$polisian Ne$gara Re$publik Indone$sia Nomor 10 

Tahun 2009 Te$ntang Tata Cara Dan Pe$rsyaratan Pe$rmintaan 

Pe$me$riksaan Te$knis Kriminalistik Te$mpat Ke$jadian Pe$rkara Dan 

Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Ke$pada Laboratorium Fore$nsik 

Ke$polisian Ne$gara Re$publik Indone$sia. 

2. Pe$raturan Bank Indone$sia Nomor 18/29/Pbi/2016 Te$ntang Pe$nge$luaran 

Uang Rupiah Ke$rtas Pe$cahan 100.000 (Se$ratus Ribu) Tahun E$misi 

2016 

3. Mate$ri yang te$rkait de$ngan bahan hukum prime$r. be$rtujuan untuk 

me$mbantu se$rta me$nganalisis dan me$mahami bahan hukum prime$r 

yang te$rkait dalam pe$ne$litian ini. 

c. Bahan Hukum te$rsie$r be$rsumbe$r dari : 

Bahan hukum te$rsie$r adalah mate$ri yang be$rfungsi se$bagai pe$doman, atau informasi 

tambahan te$rkait bahan hukum prime$r dan se$kunde$r. Contohnya lite$ratur, jurnal, 

dan Kamus Be$sar Bahasa Indone$sia (KBBI), dll, dalam me$mbantu me$mpe$rkaya 

pe$mahaman te$ntang isu hukum yang se$dang dibahas. 
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C. Penentuan Narasumber 

Pe$ne$ntuan narasumbe$r adalah prose$s pe$milihan sumbe$r data yang te$pat dan re$le$van 

untuk digunakan dalam pe$ne$litian, yang be$rtujuan me$mastikan kualitas dan 

ke$akuratan informasi yang dipe$role$h. Re$sponde$n dalam pe$ne$litian ini adalah: 

a. Pe$nyidik Ditre$skrimum Polda Lampung   : 1 orang 

b. Dose$n Bagian Hukum Pidana Unila    : 2 orang  

`         _______   

Jumlah        : 3 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

a.  Prosedur Pengumpulan Data 

Prose$dur Pe$ngumpulan data dalam pe$ne$litian ini adalah: 

1. Studi ke$pustakaan (library re$se$arch)  

Je$nis pe$ne$litian ini be$rfokus pada pe$ngumpulan dan analisis data se$cara siste$matis. 

Prose$s ini be$rtujuan untuk me$mbe$rikan gambaran yang je$las dan me$ndalam te$ntang 

isu yang dianalisis, se$hingga me$mudahkan pe$mahaman te$rhadap topik te$rse$but. 

2. Studi lapangan (fie$ld re$se$arch)  

je$nis pe$ne$litian yang be$rkonse$ntrasi pada pe$ngumpulan data yang dipe$role $h 

langsung dari Narasumbe$r yang te$rkait de$ngan topik yang akan dite$liti. 

b. Prosedur Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan dari studi ke$pustakaan dan studi lapangan ke$mudian 

diprose$s de$ngan cara be$rikut:  

a. E$diting data adalah prose$s me$me$riksa data untuk me$nge$tahui apakah 

te$rdapat ke$kurangan atau se$suai de$ngan tujuan pe$nulisan.  

b. Klasifikasi data adalah pe$nggolongan atau pe$nge$lompokan data me$nurut 

pokok bahasan yang te$lah dite$ntukan.  

c. Siste$matisasi data adalah tahap di mana data disusun se$suai de$ngan tujuan 

pe$nulisan 

 

E.  Analisis Data 

Data yang dihasilkan di prose$s pe$ngolahan dianalisis se$cara de$skriptif kualitatif, 

yang be$rtujuan untuk me$nguraikan informasi se$cara be$rmutu, logis untuk 

me$njawab hal yang te$rkait de$ngan pe$rmasalahan yang dite$liti.



 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian dan pe$mbahasan me$nge$nai urge$nsi ilmu bantu 

grafonomi fore$nsik dan sinar ultraviole$t dalam pe$mbuktian tindak pidana 

pe$malsuan uang ke$rtas rupiah (studi di ditre$skrimum ke$polisian dae$rah lampung), 

maka di ambil simpulan se$bagai be$rikut: 

1. Urge$nsi ilmu bantu grafonomi fore$nsik dan sinar ultraviole$t (UV) dalam 

pe$mbuktian tindak pidana pe$malsuan uang ke$rtas rupiah, sangat pe$nting 

dalam me$nce$gah dan me$nanggulangi upaya pe$malsuan. De$ngan 

pe$nggunaan yang te$pat, Grafonomi dapat me$mve$rifikasi ke$aslian uang. 

Dalam pe$ne$litian te$rse$but, dite$mukan bahwa gambar dan warna uang palsu 

tampak buram se$rta tidak te$rang, me$nggunakan ke$rtas biasa yang me$me$ndar 

di bawah sinar UV, be$nang pe$ngaman yang dice$tak se$cara  biasa   tanpa  

te$rdapat  e$fe$k   pe$rubahan  warna dari  sudut  pandang be$rbe$da. hal itu 

me$nunjukkan indikasi, bahwa uang te$rse$but adalah palsu, Ke$dua ilmu bantu 

ini me$mbe$rikan bukti ilmiah yang sah dan obje$ktif yang me$me$nuhi 

Pe$ne$rapan Pasal 183 KUHAP (hakim tidak bole$h me$njatuhkan pidana tanpa 

se$kurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, me$ne$kankan ke$andalan bukti 

dalam prose$s hukum) dan Pasal 184 KUHAP (me$ngatur je$nis-je$nis alat 

bukti yang sah), ke$dua Ilmu bantu ini me$nye$diakan bukti yang dapat 

diandalkan, se$hingga me$ndukung ke$absahan alat bukti yang dipe$rlukan 

untuk me$njatuhkan pidana ke$pada pe$laku pe$malsuan Uang Ke$rtas Rupiah. 

2. Faktor yang  me$nghambat pe$nggunaan ilmu  bantu  grafonomi  dan  sinar  

ultraviole$t dalam me$ngungkap tindak pidana pe$malsuan uang ke$rtas rupiah,
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te$rle$tak pada faktor sarana dan fasilitas, Tanpa sarana dan fasilitas yang 

me$madai, se$pe$rti ke$te$rbatasan laboratorium fore$nsik yang hanya te$rse$dia di 

be$be$rapa dae$rah (Satu laboratorium pusat yaitu Bare$skrim Polri (Jakarta), 

dan  di be$be$rapa cabang antara lain, Me$dan, Surabaya, Se$marang, Makassar, 

Pale$mbang dan De$npasar), se$hingga prose$s pe$ngujian ke$aslian te$rhadap 

suatu obje$k yang diduga palsu te$rse$but, me$mbutuhkan waktu yang lama 

kare$na barang bukti harus dikirim ke$ pusat/cabang laboratorium fore$nsik, 

itu sangat me$mpe$ngaruhi e$fe$ktivitas pe$nggunaannya dalam me$nde$te$ksi 

pe$malsuan uang ke$rtas. Se$lain itu, kurangnya  pe$nge$tahuan  dan  pe$latihan   

di kalangan   pe$ne$gak hukum me$nge$nai te$knik grafonomi dan sinar 

UVme$ngurangi e$fe$ktivitas pe$nggunaannya,  

 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat pe$nulis be$rikan te$rkait urge$nsi ilmu bantu grafonomi 

fore$nsik dan sinar ultraviole$t dalam pe$mbuktian tindak pidana pe$malsuan uang 

ke$rtas rupiah (studi di ditre$skrimum ke$polisian dae$rah lampung) adalah: 

1. Pe$rlu ditingkatkannya e$fe$ktivitas pe$nggunaan ilmu bantu grafonomi 

fore$nsik dan sinar ultraviole$t (UV) dalam pe$mbuktian tindak pidana 

pe$malsuan uang ke$rtas rupiah, Disarankan agar pe$me$rintah dan institusi 

te$rkait me$ngadakan pe$latihan bagi pe$ne$gak hukum dan pe$nyidik untuk 

me$mahami te$knik ini, se$hingga inte$grasi ilmu bantu dalam siste$m pe$radilan 

dapat le$bih optimal, me$ningkatkan akurasi bukti, dan me$mpe$rkuat 

ke$pe$rcayaan publik te$rhadap siste$m hukum dan ke$uangan di Indone$sia. 

2. Me$ngingat pe$rke$mbangan te$knologi yang se$makin canggih, pe$laku 

ke$jahatan dalam pe$malsuan uang ke$rtas juga be$rinovasi de$ngan modus yang 

komple$ks. Ole$h kare$na itu, aparat pe$ne$gak hukum pe$rlu dibe$kali de$ngan 

ilmu bantu grafonomi dan sinar UV se$rta dile$ngkapi sarana dan Fasilitas 

yang me$madai agar le$bih siap me$nghadapi be$rbagai pe$rkara. Pe$rsiapan yang 

te$pat diharapkan dapat me$ningkatkan e$fe$ktivitas pe$ne$gakan hukum.
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